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SITI SHOLIHAH, 2010.PELAKSANAAN ASURANSI TAKAFUL DANA 
PENDIDIKAN / FULNADI DI PT ASURANSI KELUARGA CABANG 
SURAKARTA   Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penulisan Tesis ini dilatar belakangi munculnya berbagai macam lembaga 
keuangan yang berbasis Syariah baik lembaga keuangan Bank ataupun bukan Bank, 
Lembaga keuangan Syariah ini bermula dari Bank Muamalat Indonesia, dengan di 
undangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas 
Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana sistim transaksi 
dengan prinsip syariah dimuat pada pasal 1 ayat 12 dan 13. Darisinilah muncul 
lembaga keuangan yang berbasis Syariah, termasuk didalamnya adalah Aِsuransi 
Syariah. Asuransi Syariah adalah layanan pertanggungan  yang sistimnya memakai 
ketentuan Syariah Islam, oleh karena belum adanya Undang-undang tentang Asuransi 
Syariah, maka operasional Asuransi Syariah masih menggunakan pedoman Fatwa 
DSN Nomor 21 - DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan 
dalam pengelolaan investasinya merujuk pada sistim perbankan Syariah,  sedangkan 
hal-hal yang berkaitan dengan sistim organisasi Perusahaan menggunakan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Hukum 
Dagang. Yang menarik dalam Asuransi Syariah adalah adanya sistim dana tabarru’ 
atau hibah dari peserta Asuransi dan  bagi hasil dengan sistim mudharabah antara 
perusahaan dengan Peserta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Asuransi Takaful 
Dana  Pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta, sudah 
sesuai dengan prinsip Syariah atau belum, serta untuk mengetahui lebih mendalam 
tentang operasional asuransi yang berbasis Islamy. 
Penelitian ini termasuk penelitian Hukum sosiologis (non doctrinal) bersifat 
kualitatif, maka jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 
langsung dari penelitian lapangan dan data skunder yaitu data atau pengetahuan yang 
diperoleh melalui study kepustakaan, tulisan dan sumber data lainnya. 
Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan tentang Pelaksanaan Asuransi 
Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta, 
ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor : 21- DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,  
Penulis menyarankan kepada PT Asuransi Syariah Pusat agar di setiap Kantor 
Cabang diangkat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi Kinerja 
Asuransi Syariah, oleh karena Lembaga Asuransi Syariah tersebut perkembangannya 
cukup baik dan menjadi tumpuan bagi  Ummat Islam,  alangkah lebih baiknya bila 
Pemerintah melindungi dengan payung Hukum yang berbentuk Undang-undang 







SITI SHOLIHAH, 2010. The Implementation Takaful Education Fund / 
FULNADI In PT. Family Insurance Branch Surakarta. Thesis: The Study Economics 
Law Syariah Postgraduated Program Sebelas Maret University Surakarta. 
 
The Background of this writting the emergence of a wide range of Syariah 
based financial institutions both financial institutions on non-Bank Banks, Financial 
Institution began with Bank Syariah Muamalat Indonesia, with the promulgation Law 
No. 10 year 1998 concerning amandement of Law No. 7 year 1992 on Banking,  
where the transaction system with Syariah principle contained in article 1, paragraph 
12 and 13. From this came the Sharia-based financial institution, including the 
Islamic Insurance. Syariah insurance coverage is a service that the system uses the 
provisions of Islamic Syariah, because of the absence of Insurance Law of Syariah, 
the islamic Insurance still use Fatwa No. 21- DSN- MUI/ X/ 2001, about the General 
Insurance Code of Syariah. In managing the invesment refers to the Islamic banking 
system, while the thing associated with the Company’s organisational system using 
the provisions of Act No. 2 of 1992 on Insurance Bussiness and Comercial Law. 
What is interesting in Islamic Insurance is the funding system tabarru’ or grants from 
the participants with insurance and profit sharing system between the company and 
participants mudharabah. 
The research aimed to determine whether the implementation of Takaful 
Insurance Education Fund in PT. Asuransi Takaful Branch Surakarta, is in 
conformity with Islamic principles or not, and to know more about Islamic-based 
insurance operations. 
This research is a sociological law (non doctrinal) is qualitative, the types of 
data is primary data obtained directly from field research and secondary data that is 
information or knowledge obtained through literature studies, writings, and other data 
resources. 
Based the results of this study is to reveal on the Implementation of Education 
in Takaful Insurance Fund Family in Asuransi Takaful Surakarta Branch, it has been 
in accordance with the provisions contained in the National Syariah Board Fatwa No. 
21- DSN- MUI/ X/ 2001, about the General Insurance Code of Syariah.  
The author suggested to the Center for Islamic insurance in each branch office 
appointed a Sharia Supervisory Board charged with overseeing the performance of 
Islamic Insurance, Islamic Insurance Institutions by because the development is good 
and footstool for the Islamic Ummah, it would be much better if the government 










A. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur tentang 
segala aspek kehidupan umat menusia, baik dalam bidang ibadah maupun 
dalam bidang muamalat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat 
berkembang sesuai dengan kondisi dan sistuasi masyarakat. Islam selalu 
mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya ini mereka 
dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syari’at  Nya, kesemuanya itu dalam 
rangka mendapatkan kebahagiaan didunia dan di akherat, dengan berpedoman 
pada Al-qur’an dan Assunah. 
Al-qur’an dan sunah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau 
dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat 
manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu 
bukti bahwa Al-qur’an dan sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya 
atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk 
diimplikasikan dalam kehidupan aktual.1  Dari berbagai persoalan yang akatual 
dan dibicarakan dunia Islam dewasa ini adalah persoalan Asuransi . 
Asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance,2 yang dalam bahasa 
Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan “.3 Dalam bahasa 
Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan verzekering 
(pertanggungan)4 
                                                 
1 Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam ,Jakarta : Sinar Grafika 2000. hlm. 1. 
          2 John M.Echols dan Hasan Syadilly, Kamus Inggris – Indonesia, ( Jakarta : Gramedia, l990) 
hlm      326 
          3 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1996, ) hlm.63 




Dalam pasal 246 KUHD dijelaskan bahwa: 
 “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian. dengan mana 
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 
menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu 
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang 
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.5” 
 
Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk 
memproteksi keadaan dimasa mendatang yang belum pasti terjadi atas sebuah 
risiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi 
masa yang akan datang (future time) merupakan sesuatu yang tidak dapat 
dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi 
dimasa mendatang itu belum jelas realitasnya.  
“Usaha asuransi adalah mekanisme yang memberikan perlindungan pada 
pertanggungan apabila terjadi risiko dimasa mendatang, apabila risiko tersebut 
benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar 
nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung, mekanisme 
perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan 
risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk 
mengurangi risiko yang dihadapi, pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah 
tangga asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang 
akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi risiko cacat 
atau meninggal.“ 6 
 
Berkembangnya Asuransi Syari’ah berawal dari munculnya berbagai 
macam lembaga keuangan yang berbasis syariah baik lembaga keuangan Bank 
maupun non Bank. Lembaga keuangan syariah ini bermula dari Bank Muamalat  
Indonesia. Dengan diundangkanya Undang-undang nomor 10 tahun 1998, 
tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, 
dimana sisem transaksi dengan prinsip syariah dimuat pada pasal 1 ayat 12dan 
                                                 
           5 R. Subekti dan R.Tjitro Sudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang 
Kepailitan, ctk. tiga belas. Pradnya Paramita, Jakarta. l983. 
           6 Bagus Irawan, Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi, Cet Pertama, PT 
Alumni, Bandung, 2007. hlm  103.   
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13. Dari sinilah muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah termasuk 
didalamnya asuransi syariah. 
 Asuransi Syariah dalam literatur ke Islaman lebih banyak bernuansa 
sosial dari pada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). 
Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama 
dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam. Maka, tatkala konsep 
Asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang 
berorientasi kepada profit, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang 
berbeda, yaitu visi sosial (social vision) yang menjadi landasan utama 
(eminent), dan visi ekonomi (economic vision) yang merupakan landasan 
peripheral.7 
     Banyak yang beranggapan bahwa berasuransi secara umum merupakan 
suatu sikap yang bertentangan dengan qadla dan qadar Allah SWT. Padahal 
sebenarnya Islam sendiri menganjurkan agar kita mempersiapkan diri 
menghadapi segala  cobaan atau musibah yang akan terjadi.  Hal ini dapat kita 
baca dalam firman Allah SWT dalam Surat at-Taghabuun  (64) : 11) 
ierkembangnya nRegster d_ merupaka  sesuatu   
Artinya :Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan 
izin Allah (Q.S. at-Taghabuun)8 
 
Asuransi pada dasarnya, merupakan persiapan yang dibuat oleh 
sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil, sebagai 
sesuatu yang tidak dapat dihindari. Apabila kerugian itu menimpa seorang 
anggota dari perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung 
bersama. Masyarakat muslim sekarang ini sangat memerlukan asuransi untuk 
                                                 
         7 A.M.Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, suatu Tinjauan, Analisis, Historiss 
dan Praktis, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2004.hlm.56. 
        8 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / 
Pentafsir A-lQur’an , Jakarta, Maret 1971. 
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melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Asuransi memang 
tidak bisa mencegah musibah yang terjadi, akan tetapi setidaknya dapat 
menanggulangi akibat krisis keuangan yang terjadi pada diri seseorang atau 
lingkungan yang kecil atau lainnya. 
Lembaga asuransi sebagaimana yang dikenal sekarang sesungguhnya 
tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam 
menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktek yang 
halal, akan tetapi jika dikaji dalam kitab literatur lainnya terdapat beberapa 
aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah SAW yang mengarah pada 
prinsip-prinsip asuransi, misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut 
dengan sistem )عاھلق(  .Sistem عاھلق  adalah sistem menghimpun anggota untuk 
menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai “Kunz”, 
tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban 
yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya. 9 
Sistem ھلقع tersebut diatas, ternyata di dalam ajaran Islam termuat 
substansi perasuransian. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur’an agar kita 
saling tolong menolong sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Maidah (5) : 2 
   ocial visionaling tolong menolong sebagaim na dsebutkan dalam Sura
-9EQ]iu••"¥±½ÉÕáíù°Ð0Ð•àÿ°°pÐÐÐ•@@@n dalam Sura© Alµluarg  
“…..tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa NYA”10 
 
                                                 
           9 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesi, 
ctk.Keempat. Kencana,  Jakarta  2007. hlm.123.   
          10 Departemen Agama, op cit, hlm. 157 
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 Ayat tersebut memuat perintah untuk tolong menolong antar sesama  
manusia, dan dalam asuransi yang berbentuk takaful tercakup nilai tolong-
menolong tersebut. Hal ini terlihat dalam praktek peserta asuransi pada 
perusahaan asuransi dimana peserta asuransi tersebut dalam perjanjian telah 
dimasukkan unsur )ءربت(  yaitu, untuk menyisihkan sebagian dananya agar 
digunakan sebagai dana sosial ( ءربت ). Dana sosial dalam bentuk rekening ءربت 
pada perusahaan asuransi difungsikan untuk menolong kepada anggota peserta 
asuransi yang mengalami musibah. 
Oleh karena asuransi salah satu praktek muamalah masa kini yang tidak 
dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, maka dasar hukumnya secara 
tekstual tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadist Nabi SAW maupun dalam 
ijtihad ulama terdahulu. Untuk menemukan dasar hukumnya, para ulama 
berusaha menggalinya sendiri, dengan dasar pada maqashid al-syari’ah 
sebagaimana yang dipahami dari Al-Qur’an dan hadist Nabi SAW. 11 
Keberadaan asuransi yang bersifat ijtihadi menyebabkan timbulnya 
perbedaan pendapat ulama tentang dasar hukumnya. Sebagian mereka 
membenarkannya sebagian yang lain tidak membenarkannya, dengan 
argumentasi masing-masing. Sebagian ulama mengambil jalan tengah, yaitu 
dengan membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang 
bersifat komersil semata. 
Dasar ekonomi asuransi bukanlah ditiadakannya resiko atau kerugian 
walaupun organisasi asuransi mungkin merasa beruntung untuk melakukan 
kegiatan ini namun yang sesungguhnya adalah suatu kerugian kecil yang 
diketahui untuk sesuatu kerugian besar yang tidak pasti. 12 
Asuransi Syariah di Indonesia dipelopori oleh PT. Syarikat Takaful 
Indonesia (STI) yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1994, selanjutnya  STI  
                                                 
          11 Umar Shihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Dina Utama, Jakarta. 1996, 
hlm.143. 
          12 Abdul Manan, Teori dan Preaktek Ekonomi Islam, PT. Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hlm 
302  
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mendirikan dua anak perusahaan yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa syariah 
bernama PT. Asuransi Takaful keluarga (ATK) dan Perusahaan Asuransi 
Kerugian syariah bernama PT. Asuransi Takaful Umum (ATU)13 .  
Adapun landasan operasional asuransi takaful adalah berdasarkan syariat 
Islam. Ada beberapa produk pada Asuransi Takaful Keluarga (ATK) 
diantaranya Program Asuransi  Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi.  
 Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang 
pelaksanaan asuransi syariah maka sampai saat ini  asuransi takaful / syariah 
masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang nomor 2 tahun l992 
yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena 
tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasar prinsip syariah. Dengan 
kata lain UU No 2 Tahun l992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat 
bagi asuransi syariah. 
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi syariah masih 
menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh  Dewan Syariah Nasional Majlis 
Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001. tentang Pedoman Umum  Asuransi 
Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat 
dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. Fatwa dari Dewan 
Syariah Nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum 
nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di 
Indonesia.  
Operasional asuransi syariah berdasarkan tiga konsep dasar antara lain 
Saling bertanggung jawab, saling bekerja sama tolong menolong dan saling 
melindungi. 
Program Takaful  Dana Pendidikan / Fulnadi yang terdapat pada Asuransi 
Takaful Keluarga adalah merupakan asuransi produk individu yang ada unsur 
tabungan, suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud 
                                                 
          13 Gemala Dewi, opcit  hlm,  125 
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menyediakann dana pendidikan dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk 
putra-putrinya sampai Sarjana. 
Dengan mengikuti Program Takaful  Dana Pendidikan / Fulnadi masa 
depan anak kita canangkan, meskipun usia bukan manusia yang menentukan 
namun cita-cita anak insya Allah tetap terwujud. 
Dengan mengikuti Program Takaful  Dana Pendidikan / Fulnadi 
diharapkan kesejahteraaan dan kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak 
tertanggung akan terjamin,  apabila pihak tertanggung mencapai usia lanjut dan 
sudah tidak mampu lagi memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya 
atau apabila tertanggung meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan 
masih memerlukan biaya pendidikan.  
 Asuransi Takaful  Dana Pendidikan/Fulnadi  dalam menentukan tarif 
premi maupun cadangan premi (premium reserve) menghitungnya dengan 
mendasarkan pada skim bagi hasil (ھبراضم) yang telah ditentukan berdasarkan 
perjanjian dan dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan  
Asuransi Takaful Keluarga akan diinvestasikan melalui deposito Bank 
Muamalat Indonesia yang pelaksaannya berdasarkan  syariat Islam, yakni sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah dengan cara menghilangkan sama sekali 
kemungkinan terjadinya unsur-unsur : 
1. Gharar ( uncertainty ) adalah ketidak pastian 
2. Maisir (gambling) artinya, ada salah satu pihak yang untung tapi ada pihak 
lain justru mengalami kerugian. 
3. Riba ( usury ) artinya bunga.      
 Dengan adanya asuransi takaful Dana Pendidikan / Fulnadi ini dapat 
menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menabung untuk keperluan biaya 
pendidikan terhadap putra-putrinya yang pelaksanaanya berdasarkan prinsip-
prinsip syariah tidak mengandung unsur maisir, ghoror dan riba, yang 
hubungannya dengan haram sebagaimana terdapat dalam asuransi konvensional. 
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PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta yang berdiri sejak bulan 
Nopember 1995 merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki 
berbagai produk diantaranya Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi 
adalah merupakan produk individu yang ada unsur tabungan yaitu produk yang 
diperuntukkan untuk perseorangan dan dibuat secara khusus, dimana 
didalamnya selain mengandung unsur tabarru’ juga terdapat unsur tabungan 
yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Asuransi Takaful Dana 
Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta  sejak 
diperkenalkan pada masyarakat pada bulan Desember 1995 sampai saat ini telah 
mempunyai nasabah kurang lebih  1.750 orang. 
Premi yang dibayarkan oleh peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan / 
Fulnadi kepada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang surakarta selain 
dimasukkan pada rekening tabungan sebagai kumpulan dana yang merupakan 
milik peserta juga dimasukkan pada rekening khusus tabarru’ sebagai kumpulan 
dana yang diniatkan oleh peserta sebagai dana derma untuk tujuan saling 
menolong sesama peserta asuransi. 
Kumpulan dana peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi di 
PT Asuransi Takaful  Keluarga Cabang Surakata di investasikan sesuai dengan 
prinsip syariah melalui Deposito Bank Muamalat Indonesia dan hasil investasi 
dibagikan menurut sistem bagi hasil (al-Mudharabah), 70 % untuk peserta dan 
30 % untuk perusahaan, Asuransi Takaful Dana Pendidikan direasuransikan 
melalui reasuransi syari’ah.  
Dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam pelaksanaan asurans Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi 
tersebut melalui penelitian tesis dengan judul:  
‘‘PELAKSANAAN ASURANSI TAKAFUL DANA PENDIDIKAN / 
FULNADI DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG 
SURAKARTA”. 
B. Rumusan Masalah  
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Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan 
dibahas penulis adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan/ Fulnadi Di  PT. 
Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta, apakah  telah sesuai syariah ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan Asuransi Takaful Dana 
Pendidikan / Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta, 
tersebut apakah telah sesuai syariah ? 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis penelitian ini sebagai bahan untuk mengetahui persoalan 
yang berkaitan dengan Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi pada 
PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta. 
2. Secara praktis hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap 
Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan sumbangan pemikiran dalam 
masalah Hukum Asuransi Syariah khususnya Asuransi Takaful Dana 
Pendidikan. 
              BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kerangka Teori 
2. Teori Bekerjanya Hukum   
Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi 
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum yang baik adalah hukum 
yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, atau kepentingan 
penguasa dengan kepentingan masyarakat.14 
                                                 
14 Adi Sulistiyono, Teori Hukum, Bahan kuliah UNS, hlm. 50 
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Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan yang erat dengan 
konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum 
adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh 
masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkrit, berupa pembagian atau 
pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Masalah 
penegakan hukum dan pelaksanaan hukum tidak bisa lepas dari pemikiran-
pemikiran tentang efektifitas hukum. Sistem hukum tidak lain merupakan 
cerminan dari nilai-nilai standar elit masyarakat yang masing-masing 
mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan 
kelompok mereka. Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan 
fungsi hukum didalam masyarakat. 
Untuk memahami bagaimana fungsi hukum, dikemukakan pendapat  
E.A.Hobel yang menyatakan bahwa hukum melakukan fungsi-fungsi yang 
esensial untuk mempertahankan masyarakat sebagai berikut:15 
1. Mendifinisikan hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, 
untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan yang tidak, 
sebagai usaha untuk paling sedikit mempertahankan integrasi minimal 
dari kegiatan-kegiatan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. 
2. Mengalokasikan kekuasaan dan penentuan tentang siapa yang boleh 
melakukan paksaan fisik sebagai suatu privilese yang diakui dalam 
masyarakat dan melakukan seleksi untuk memilih bentuk yang paling 
efektif dari sanksi fisik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani 
oleh hukum. 
3. Menyelesaiakan sengketa-sengketa yang muncul. 
                                                 
15 E.A.Hobel, The Law of Primitrive Man, Cambridge, Mass, l967, Harvard University 
Press.dalam Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Alumni ,Bandung, l986. hlm. 253    
 xxi 
4. Mendifinisikan kembali hubungan-hubungan antar individu-individu dan 
kelompok-kelompok pada saat kondisi kehidupan mengalami perubahan. 
Hal ini dilakukakn untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi. 
Dari 4 (empat) hal tersebut diatas, menurut Satjipto Rahardjo secara 
sosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi utama hukum yaitu: 
1.  Sebagai Social Control (Kontrol Sosial). 
Social Control merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi 
warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah 
digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup didalam 
masyarakat.  Adapun yang termasuk dalam lingkup social control antara 
lain: 
a. Perbuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan 
maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang 
b. Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. 
c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan sosial. 
2. Social Engineering (Rekayasa social) 
       Penggunaan keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh 
pembuat hukum. Berbeda dengan fungsi control social, yang lebih praktis 
yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari 
hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat 
dimasa mendatang sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang. 
Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada 
akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di 
masyarakat.16  
                                                 
         16 Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah,,  
Muhammadiyah University Press, Surakarta,  hlm. 119-120  
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Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau 
keefektifan hukum bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu: 
a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu semua peraturan perundang-undangan 
yang mengatur suatu hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 
menerapkan hukum. 
c. Faktor prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
d. Faktor masyarakat atau adresat hukum, yakni lingkungan dimana hukum 
berlaku atau diterapkan. 
e. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Robert. B. Seidman, menyatakan tindakan apapun yang diambil baik 
oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat 
undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-
kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain-lain sebagainya. 
Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya 
untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku menerapkan sanksi-
sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.17 
 
 
Dengan demikian peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh 
lembaga dalam pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai 
macam faktor, Robert B Seidman mencoba untuk menerapkan 
pandangannya tersebut di dalam analisanya mengenai bekerjanya hukum 
dalam masyarakat yang dilukiskan dalam bagan sebagai berikut: 
 
                                  
                                                 
           17 Esmi Warrasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sisiologis, PT Surynadaru Utama, Semarang, 
2005. hlm.11, 
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                Gambar 2.1 Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat 
 Dari bagannya tersebut Seidman mengajukan empat proposisi sebagai 
berikut: 
1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang 
pemegang peran Role Occupant itu diharapkan. 
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu 
respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan 
yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktivitas dan lembaga 
pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosial dan lain-
lainnya mengenai dirinya. 
3.  Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai 
respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan 
hukum yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan 
kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial dan lain-lainnya mengenai 
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4. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan 
fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-
sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnnya mengenai diri mereka 
serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.18 
Sedangkan hubungan hukum dengan ekonomi adalah ekonomi 
bertujuan menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsungan hidup 
masyarakat dan angota-anggotanya. Perbuatan ekonomi dalam memenuhi 
kebutuhan di dasarkan pada asas rasionalitas.19 Akan tetapi dalam memenuhi 
kebutuhannya manusia dapat melakukannya dengan berkelompok maupun 
individu. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan interaksi 
dengan yang lainnya sehingga menghasilkan optimalisasi pemanfaatan 
sumber daya dalam masyarakat. Dengan demikian muncullah masalah aturan 
sebagai kebutuhan ekonomi, karena tanpa aturan-aturan sulit orang bisa 
berbicara mengenai penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. 
Ekonomi tidak bisa mendesain sendiri peraturan-peraturan  atau sistem 
peraturan yang nantinya harus mengikat tingkah lakunya.20  
Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan 
nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat 
terdapat norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau norma 
dasar, norma tersebut merupakan norma yang paling menonjol, yang paling 
kuat bekerjanya atas diri anggota-anggota masyarakat. Seperti halnya dengan 
norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang 
diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu merujuk pada sesuatu hal 
yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Norma melihatnya dari 
                                                 
  18 Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, hlm. 46 - 47. 
         19 Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan 
Hukum Nasional, Sinar Baru, Bandung, 1985. hlm.55. 
         20 Ibid, hlm. 57 
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sudut perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif 
individu.21 
 
3. Teori Ekonomi Syariah 
Para akademisi masih bersilang pendapat tentang adanya teori ekonomi  
Islam. Apakah ekonomi Islam itu sebuah teori. Teori merupakan  
pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor  
tertentu dari sebuah disiplin ilmu.  Ada yang menilai teori ekonomi  
Islam tidak ada, mereka yang mempunyai pandangan seperti ini  
menganggap ekonomi Islam hanya ekonomi moral. Sedangkan sebagaian  
pengamat menilai teori ekonomi Islam itu ada. Teori ekonomi Islam  
bersumber dari al-Qur'an dan sunnah sebagai pijakannya.22  
Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu  oleh ajaran 
Al-Quran dan Sunnah dilanjutkan dengan ijtihad (pemikiran) dan 
pengalaman empiris.    Pemikiran adalah sebuah proses kemanusiaan, namun 
ajaran Al-Quran dan Sunnah bukanlah pemikiran manusia. Yang menjadi 
objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-Quran dan 
sunnah tentang ekonomi tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang 
ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran 
dan Sunnah tentang ekonomi. Obyek pemikiran ekonomi Islam juga 
mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktek 
historis.  
Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud 
dengan ekonomi Islam, pada dasarnya suatu ilmu pengetahuan yang 
berupaya memandang, meninjau, meneliti yang pada akhirnya 
menyimpulkan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi 
                                                 
          21. Satjipto Raharjo,  Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1979, hlm 
          22 ekonomi-syariah@yahoogroups.com diakses tanggal 2 maret 2010 
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dengan cara Islami merupakan bagian dari definisi ekonomi Islam. Ada 
pendapat lain yang mengatakan bahwa ekonomi islam adalah ilmu yang 
mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-
nilai Islam.23 
 Dari perspektif Islam tujuan lembaga keuangan Islam diantaranya 
harus terhindar  dari riba dan penghapusan  bunga dari semua transaksi 
keuangan serta pembaruan dari aktifitas bank atau lembaga keuangan  agar 
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berdasarkan alqur-an dan hadits. 
 
Penghapusan riba adalah memperkenalkan prinsip-prinsip Islam, 
adalah tujuan keagamaan, sehingga sulit untuk mengukur tingkat 
keberhasilan atau kegagalan dari sudut pandang sekuler murni. Para Ulama 
telah memberikan suatu landasan teoritis untuk larangan tersebut dari sudut 
pandang moralitas dan ekonomi. Alasan larangan dari ihtiar ini terus terang 
adalah meskipun sumber pokok dari larangan ini adalah al Qur’an dan 
Sunnah, namun al-Qur’an tidak memberikan alasan mengapa bunga 
diharamkan. Promosi pembangunan ekonomi terdiri atas tingkat yang 
optimum, konsistensi dengan stabilitas nilai uang dan juga aspek relegius. 
Dari sudut pandang Islam tujuan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari tujuan-
tujuan relegius dan idiologis” 24 
 
Pembaruan dari aktivitas bank atau lembaga keuangan  agar 
berpedoman  sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu upaya 
meristrukturisasi keseluruhan sistim keuangan dan perekonomian yang 
sesuai dengan konsep-konsep Islam. Konsep Islam adalah yang berpedoman 
dengan Al Qur’an dan Al Hadis dengan ber Ijtihad berdasar apa yang tersirat 
didalam ayat-ayat Al Qur’an dan Hadis, Ijtihad adalah mengisi ruang-ruang 
kosong dalam ranah Hukum Ekonomi Islam, sebab dalil-dalil yang ada 
bersifat Ijmaly (يلامجا). 
“Dalam usaha menemukan doktrin ekonomi Islam harus benar-benar 
                                                 
         23  M Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. hlm. 6 
        24 Latifa M. Al Qoud, Perbankan Syari’ah, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta. 2008 hlm. 135. 
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memperhatikan ruang kosong dalam hukum ekonomi, karena kekosongan itu 
mewakili satu sisi dari doktrin ekonomi Islam. Faktanya doktrin ekonomi 
Islam memiliki dua sisi, satu sisi yang telah terisi secara sempurna hingga 
tidak memungkinkan lagi bagi adanya modifikasi, serta sisi lainnya yang 
masih merupakan ruang kosong. terhadap ruang kosong ini Islam 
menyerahkan sepenuhnya kepada penguasa (رملاا يلو) sesuai dengan tuntutan  
cita-cita umum, tujuan ekonomi Islam serta kebutuhan setiap zaman. Yang 
dimaksud dengan ruang kosong disini adalah yang berkaitan dengan aturan-
aturan Islam beserta teks-teks legislasinya bukan yang berkaitan dengan  
orang Muslim yang hidup dimasa Nabi. Nabi Muhammad saw. mengisi 
ruang kosong pada hukum Islam diranah ekonomi berdasarkan tuntutan 
situasi dan kondisi yang dihadapi masyarakat muslim saat itu. Jadi ketika 
Nabi Muhammad mengisi ruang kosong itu kapasitasnya beliau bukan 
sebagai Nabi penyampai hukum Ilahiyah (ھیھلا) yang bersifat permanen dan 
berlaku disetiap tempat dan masa. Beliau melakukan seperti itu sebagai 
otoritas Penguasa (رملاا يلو)  yang bertindak atas nama Islam dengan 
tanggung jawab mengisi ruang kosong dalam hukum yang berlaku sesuai 
dengan tuntutan dengan situasi dan kondisi. 25” 
 
Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 
masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.26  
Peraturan dalam ekonomi  Islam mencakup dua macam pelajaran-
pelajaran dan hukum-hukum, pertama bagian yang muhkam, yang di 
dalamnya sudah tidak terdapat lagi peluang untuk berijtihad. Kebakuan 
hukum ini menjadikan Islam memiliki kesatuan pemikiran, rasa dan 
perbuatan bagi umat, dan menjadikan umat  dalam satu arah, satu tujuan dan 
satu persepsi. Seperti larangan mengambil riba dalam bermuamalah, 
memakan harta dengan cara yang tidak halal. Kedua kedudukan hukum yang 
bisa berubah atau bersifat temporal, bisa berubah menurut situasi dan kondisi 
serta bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia.  
                                                 
         25 Muhammad Baqir Ash Shadr, Iqtishaduna (alih Bahasa Yudi, Buku Induk Ekonomi Islam), Az 
Zahra, Yogyakarta,Cet. pertama 2008. hlm.108.    
         26 Mustafa Edwin Nasution, at.al.  Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Cet. Pertama, Kencana 
Prenada Media Group,  Jakarta, 2006, hlm. 15 
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Yusuf Qardhawi (dalam Norma dan Etika Ekonomi Islam) ada 4 
(empat) ciri khas dalam ekonomi Islam di antaranya: 
a. Ekonomi bercirikan ketuhanan. 
          Sistem ekonomi ini bertolak, bertujuan akhir hanya kepada Allah 
SWT., dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. 
Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi tidak lepas dari 
titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir hanya untuk Allah SWT.  
          Islam memandang bahwa  materi adalah titipan Allah, sehingga 
manusia dalam mengelola dan membelanjakannya hanya diniatkan karena 
Allah tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. Kalau seorang 
muslim bekerja dalam bidang produksi maka ketika berinvestasi seorang 
muslim harus merasa bahwa yang ia kerjakan adalah karena Allah. (Q.S. 
Al-Baqarah 284) 
°! $tB ’Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# 
$tBur ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 bÎ)ur 
(#rß‰ö7è? $tB þ’Îû 
öNà6Å¡àÿRr& ÷rr& çnqàÿ÷‚è? 
Nä3ö7Å™$yÛãƒ ÏmÎ/ ª!$# ( 
ã•Ïÿøóu‹sù `yJÏ9 âä!$t±o„ 
Ü>Éj‹yèãƒur `tB âä!$t±o„ 3 
ª!$#ur 4’n?tã Èe@à2 
&äóÓx« í•ƒÏ‰s%   
Artinya :  Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa 
yang ada  di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di 
dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan 
membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. 
Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan 
menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. 
 
b. Ekonomi berlandaskan Etika (Moral). 
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    Dalam lapangan ekonomi, Islam memberi kebebasan kepada 
umatnya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun di sisi lain 
manusia terikat dengan iman dan etika,  sehingga meskipun bebas tetapi 
tidak bebas mutlak yang akhirnya justru tidak memperhatikan terhadap 
lingkungannya. 
            Dalam pandangan ekonomi sekuler,  selalu memperhatikan materi, 
bahkan materi diletakkan pada posisi yang begitu penting dalam 
kehidupan ekonomi, semua aktivitas ekonomi senantiasa diukur dengan 
materi, yang akhirnya menimbulkan dampak kerusakan dan ketidak 
seimbangan dalam kehidupan semua makhluk. 
 Islam mendorong umatnya agar banyak memberikan  jasa kepada 
masyarakat, atas dasar itu seorang pedagang harus melandasi dirinya 
dengan niat memberi jasa untuk kehidupan masyarakat di samping motif 
mencari kecukupan nafkah diri dan keluarganya yang menjadi 
tanggungannya, bukan hanya melulu mencari untung. Sebagaimana 
firman Allah (Q.S. At-Taubah. 34) yang berbunyi : 
$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# 





`tã È@‹Î6y™ «!$# 3 
šúïÏ%©!$#ur šcrã”É\õ3tƒ 
|=yd©%!$# spžÒÏÿø9$#ur Ÿwur 
$pktXqà)ÏÿZãƒ ’Îû È@‹Î6y™ 
«!$# Nèd÷ŽÅe³t7sù A>#x‹yèÎ/ 
5OŠÏ9r&     
         
 
                 Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar 
dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-
benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka 
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menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-
orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada 
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. 
 
 
c. Ekonomi bercirikan kemanusiaan 
Selain berciri ketuhanan dan moral, ekonomi Islam juga berkarakter 
kemanusiaan. Allah-lah yang memuliakan manusia  dan menjadikannya 
manusia sebagai khalifah di bumi. Tujuan ekonomi Islam adalah 
menciptakan kehidupan manusia yang aman  dan sejahtera, baik manusia 
yang sehat, sakit, kaya, miskin,  kuat atau lemah, susah atau senang  baik 
manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat. 
Allah telah memberi kepada manusia kekuatan dan alat sehingga manusia 
bisa melaksanakan tugasnya.  
Dalam ekonomi Islam manusia dan kemanusiaan merupakan unsur 
utama.  Faktor kemanusiaan meliputi etika, kebebasan, kemuliaan, 
keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia, etika  Islam 
mengajarkan manusia untuk saling bekerjasama, tolong menolong dan 
manjauhkan diri dari sikap iri, dengki dan dendam. Islam juga 
mengajarkan kasih sayang sesama manusia terutama kaum lemah, anak 
yatim, orang miskin dan orang yang tidak sanggup bekerja.  
d. Ekonomi bersifat pertengahan (Keseimbangan). 
       Salah satu sendi utama ekonomi Islam ialah sifatnya yang 
pertengahan (keseimbangan), Islam tidak memisahkan antara kehidupan 
dunia dengan kehidupan akhirat. Setiap aktifitas manusia didunia akan 
berdampak kepada kehidupan  di akhirat kelak.27  
       Islam juga menjaga keseimbangan sosial, tidak mengakui adanya 
hak mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk dalam 
                                                 
          27 Mustafa Edwin Nasution, Op.cit. hlm. 23 
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bidang hak milik. Islam melarang kapitalis, menumpuk harta kekayaan, 
mengembangkan dan membelanjakan yang sama sekali tidak 
memperhatikan kepentingan orang lain, bahkan merampas hak milik 
individu.  Ekonomi Islam bersifat tengah-tengah, tidak mendhalimi 
masyarakat khususnya kaum lemah, juga tidak mendhalimi hak individu,  
Islam mengakui hak individu dan masyarakat. 
4. Konsep Islam  Tentang Asuransi  
     
Perjanjian asuransi adalah hal baru yang belun pernah terjadi pada 
masa Rasulullah SAW, para sahabat serta tabi’in, tetapi tentang timbulnya 
asuransi, belum didapati bahan lengkap yang mengungkapkannya. Menurut 
penelitian para ahli, sesunguhnya sejarah lahirnya sistem asuransi di Eropa 
mulai pada abad ke 14 Masehi. Sedangkan di dunia Timur, hal itu baru 
dikenal setelah lima abad kemudian, yaitu sekitar abad 19 Masehi (abad ke 
23 H), ketika kian kuatnya perhubungan ekonomi antara dunia barat dan 
timur. 28  
Persoalan asuransi merupakan bentuk muamalah baru, namun masalah 
akad tanggung menanggung telah dikenal pada masa Rasulullah yang kita 
kenal dengan istilah kafalah. Persoalan kafalah dalam fiqh Islam berkaitan 
dengan masalah utang piutang antara seseorang dan pihak lain dengan 
melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. 
1. Pengertian Kafalah 
a. Menurut arti bahasa: 29 
 Imam Hanafi dan Hambali  ( مضلا ), menurut Imam Syafi’I 
(مازتللاا) 
                                                 
         28  Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam,  CV. Diponegoro,.Bandung, hlm.290. 
         29 Wahbah Zuhaily, al Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, Darul Fikri, Cet Ketiga, Damaskus, 1989. 
hal. 132 
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b. Pengertian kafalah. 









2. Macam-macam kafalah:30 
a. Kafalah Nafs 
b. Kafalah  Mal  







Para Imam Mazhab sepakat kafalah itu dibolehkan, adapun kafalah  
yang berbentuk hukuman ada beberapa pendapat.31 






Hanabilah berpendapat : 
 
 
                                                 
         30 Ibid 
         31 Abdurrahman al Jazairi, Kitabul Fiqhi ala Mazahibil arbaah, Daul Kotob Ilmiyah, Beirut, 
Cetakan Ketiga, 2008. Juz. V. hl. 223. 
 قحلا مازتلا يف ھنع نومضملا ةم ذ يلا نم اضلا ةم ذ مض
 نیدلا يف يا 
beban penanggung pada tertanggung untuk memperoleh hak atau  
pe bayaran sejumlah utang. 
  
 يلا لیفكلا ةمذ مض يا اقلطم ةبل اطملا يف ةم ذ يلا ةم ذ مض
نیدلا ةم ذ 
beban penanggung atas sejumlah tanggungan 
 نایعلاااب ةلافكلا  لاملاب ةلافكلا سفنلاب ةلافكلا  يھ ةلافكلا عاونا 
Macam-2 kafalah yaitu kafalah jiwa, kafalah harta, kafalah tolong-
menolong.   وھو  لعفلاب ةلافك سفنلاب ةلافكلا نلا قحلا ھیلع نم سفنب ةلافكلا حصت
 میلست   سفنلا  
dibolehkan kafalah jiwa seseorang yg berhak , karena kafalah jiwa 
adalah kafalah dengan perbuat n . 
 يمدلا  ةبوقع ھیلع نمل وا  لام ھیلع نمل  ندبلا وا سفنلاب ةلافكلا ةحص
يلاعت اللهادودح يف غنمو  صاصقك 
boleh kafalah jiwa atau badan bagi orang yang berharta atau orang 
yang mendapat hukuman pidana terhadap sesama manusia seperti 
qisas, dan tidak dibenarkan  kafalah terhadap hukuman hudud seperti 
pencuri dan pemabuk  يمدلا ما اللها قح ناك ءاوس  دح ھیلع نم ندبب ةلافكلا حصتلا  
tidak dibenarkan kafalah badan seseorang yang terkena hukuman 




Jumhur ulama mendefinisikan kafalah dengan “ mengumpulkan 
tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin 
dalam masalah hak atau utang, sehinga hak atau utang itu menjadi 
tanggung jawab keduanya.” Ulama Madzhab Hanafi mendifinisikan 
dengan “Mempersatukan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan 
secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa,  utang , materi, maupun 
pekerjaan”. 32 
 
Kafalah ada dua macam: 
a. Kafalah jiwa, yaitu adanya kemestian pada pihak kafil untuk 
menghadirkan orang yang ia tanggung yang ia janjikan tanggungan 
(makful lahu).  33 
b. Kafalah harta, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi kafil dengan 
pemenuhan berupa harta, jenis ini ada tiga macam: 
1) Kafalah bi ad-dain, yaitu kewajiban membayar hutang yang 
menjadi tanggungan orang lain.34  Didalam hadits Salamah bin Al 
Akwa’, bahwa Nabi SAW tidak mau menyalatkan orang yang 
mempunyai kewajiban membayar hutang. Lalu Qotadah 
mengatakan : 
 ھیلع لصو ھنی د يلعو اللها ل وسر ای ھیلع لص
                   
“ Wahai Rasulullah, Sholatkanlah dia, dan aku yang 
berkewajiban membayarkan hutangnya. Rasulullah kemudian 
menyalatkannya”. 
                                                 
         32  Abdul Aziz Dahlan, Opcit, hlm. 846-847.  
         33 Sayyid Sabiq, Fikhus Sunnah. Hlm. 162 
         34 Ibid. 
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2) Kafalah dengan materi atau kafalah dengan menyerahkan, yaitu 
kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tangan orang 
lain, seumpamanya mengembalikan barang yang ghasab kepada si 
pelaku ghasab, dan menyerahkan barang jualan kepada si pembeli. 
3) Kafalah dengan darak 
Maksudnya dengan barang yang didapat berupa harta terjual 
dan mendapat bahaya, lantaran sebab lama yang ada pada barang 
jualan. Berarti ia sebagai penjamin untuk si pembeli kepada si 
penjual., apabila tampak pada barang yang dijual orang yang 
berhak. Seperti, jika terbukti bahwa barang yang dijual adalah 
milik orang lain, yang bukan penjual (tadi) atau barang itu adalah 
barang gadaian. 35  
  
3. Dasar Hukum Kafalah 
Kafalah disyariatkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah serta Ijma’. Di 
dalam Al-Qur’an, (QS. 12 : 66): 
 
وت ىتح مكعم ھلسرا نل لاقھب يننتءاتل اللها نم اقثوم نوت ء  
 لیكو لوقن ام ىلع اللها لاق مھقثوم هوتااملف  مكب ط احی نا لاا 
                                                          
“Ya’kub berkata; sekali-kali aku tidak akan melepaskannya ( pergi 
) bersama –sama kamu, sebelum kamu memberikan janji yang teguh 




Dalam Sunnah , dari Abi Umamah,  bahwa Rasulullah bersabda : 
  مر اغ میعزلا)دواد وبا هاور (
         
 “Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar” . 36  
                                                 
         35 Sayyid Sabiq, Opcit. hlm. 163. 




4. Rukun Kafalah 
 
Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-
Syaibani, rukum kafalah adalah ijab (pernyataan penerimaan tanggung 
jawab dari penjamin) dan Kabul (persetujuan kreditor). Namun menurut 
jumhur ulama, rukun kafalah ada empat yaitu: 
a. Ijab dari al-kafil; 
b. Al-kafil (penjamin) yaitu orang yang cakap bertindak hukum; 
c. Al-makful atau al- madmun; 
d. Al-makful ‘anhu atau al-madmun‘anhu, yaitu orang yang dituntut atau 
debitor, baik masih hidup ataupun sudah wafat.37 
 
4. Kajian Umum Tentang Asuransi                                                                                                                                                                                                
a. Pengertian Asuransi 
 Asuransi yang berasal dari bahasa Belanda Assurantie yang dalam  
hukum Belanda disebut Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari 
peristilahan Assurantie kemudian timbul istilah assuradeur bagi 
penanggung, dan Geassureerde bagi tertanggung.38 
Asuransi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal l774, yang 
bunyinya sebagai berikut : 
“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang 
hasilnya, mengenal untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi 
sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”.39 
Berdasarkan ketentuan pasal 1774 ayat 2 KUH. Perdata perjajian 
asuransi itu dimasukkan menjadi salah satu jenis dari konsoovereenkomst 
                                                 
        37 Abdul Aziz Dahlan, Opci. hlm,, 847. 
        38 Emi P Simanjuntak. Hukum Pertanggungan, UGM, Yogyakarta, 1992.hlm. 7. 
        39 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Banadung, 1984, hlm.132 
 xxxvi 
atau perjanjian untung-untungan di samping lijfrente ( bunga cagak 
hidup) dan pertaruhan dan perjudian. 
Pengertian Asuransi menurut pasal 246 KUHD adalah sebagai 
berikut : 
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana 
seseorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan 
dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karana 
kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang 
akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti”.40 
           
Menurut Robert, I Mehr. 41  Asuransi adalah “A device for reducing 
risk by combining a sufficienent number of exposure units to make their 
individuallosses collectively predictable, The predictable loss is them 
sharid by ordistributed proportionately among all units in the 
combination. (Suatu alat untuk mengurangi risiko dengan 
menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu 
secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksis tersebut 
kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua 
unit-unit dalam gabungan tersebut) 
 
Menurut Prof. Mark R. Green 42 “Asuransi adalah suatu lembaga 
ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan 
mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup 
besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat 
diramalkan dalam batas-batas tertentu”. 
 Menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins 43, yang 
mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: 
a. ”Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang 
dilakukan oleh seorang penanggung”. 
                                                 
        40 Ninik Suparni, KUHD & Kepailitan, Jakarta, PT.Rineka, 1997, hlm.80. 
         41 Robert I Mehr. Life Insurance Theory and Practice, l985, Business Publication .Inc, dalam 
Syakir Sula, Asuransi Syari’ah (Life and General) Konsep dan Sisem Operaional, Cet.I, Gema Insani, 
Jakarta. 1987. hlm 26. 
         42 http://radenbeletz.com/arti-asuransi-definisi-fungsi-asuransi.html,  diakses tanggal 02 Maret  
2010 
         43 Ibid 
 xxxvii 
b. ”Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang 
atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian 
finansial”.         
Takaful means a scheme based on brotherhood, solidarity and 
mutual assistance which provides for mutual financial aid and assistance 
to the participants in case of need whenebey the participantsmutually 
agree to contribute for that purpose.44 
  Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 
unsur, yaitu : 
1. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi 
kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur. 
2. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah 
uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara 
berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak 
tertentu. 
3. Suatu peristiwa (accident) yang tak terntentu (tidak diketahui 
sebelumnya). 
4. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena 
peristiwa yang tak tertentu. 
b. Jenis- Jenis Asuransi.  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal  247 
menyebutkan ada lima macam asuransi, yaitu : 
1. Asuransi terhadap kebakaran; 
2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian; 
3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa ); 
4. Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan; 
                                                 
          44 Asmak Abd Rahman, et al, Sistem Takafuful di Malaysia Isu-Isu  Kontemporer, Universiti 
Malaya Kualalumpur, 2008. hlm.22.  
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5. Asuransi terhadap bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai                 
Djoko Prakoso, SH, membagi asuransi ke dalam dua jenis,45  yaitu: 
1. Asuransi kerugian yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi 
pertanian, asuransi laut serta asuransi pengangkutan. 
2. Asuransi jiwa. 
 
 
Perbedaan pokok dari dua jenis asuransi itu adalah : 
a. Pada asuransi jiwa “peristiwa yang tak tertentu” terjadi, bila kematian 
dalam tenggang waktu yang lebih singkat dari pada waktu yang 
disebutkan dalam polis. Pada asuransi kerugian “peristiwa yang tak 
tertentu” terjadi bila masa tenggang waktu yang tersebut dalam polis 
terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian, misalnya pada asuransi 
kebakaran gudang yang diasuransikan. 
b. Pada asuransi jiwa jumlah uang ganti kerugian telah ditetapkan lebih 
dahulu. Pada asuransi kerugian jumlah ganti kerugian dihitung dengan 
membandingkan harga barang yang rusak sebagai akibat hilang / 
terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehilangan / kebakaran.  
Mustafa al-Buga, memerinci bentuk-bentuk asuransi dilihat dari 
obyeknya adalah sebagai berikut:46 
1. Asuransi kerugian, adalah asuransi yang akan diterima oleh peserta 
ketika ia ditimpa suatu kerugian yang disebabkan oleh peristiwa-
peristiwa tertentu. Bentuk asuransi kerugian tersebut  diatas ada dua 
yaitu: 
                                                 
        45 Djoko Prakoso, opcit, hal. 56  
 
         46 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, I PT, Ikhtiar Baru Van Hove 7, Jakarta 
2001,cet.5. hlm 138-139. 
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a. Asuransi kerugian harta yang disebabkan oleh kebakaran, 
kebanjiran, kecurian dan sejenisnya; dan  
b. Asuransi yang menjamin kerugian yang timbul akibat tanggung 
jawabnya, seperti menabrak orang atau pekerja / pegawainya 
mendapat kecelakaan kerja. 
2. Asuransi jiwa adalah asuransi dimana peserta akan memperoleh 
sejumlah uang jika ia mendapat suatu kerugian, baik ia masih hidup 
maupun wafat.  
 
Ada dua bentuk asuransi jiwa yaitu:  
a. Asuransi yang berkaitan dengan kehidupan peserta, yang terdiri atas 
tiga bentuk yaitu: 
- Asuransi kematian, berupa transaksi yang mewajibkan peserta 
membayarkan sejumlah uang secara periodik kepada perusahaan 
asuransi dan pihak perusahaan wajib memberikan sejumlah uang 
ketika peserta wafat. Uang ini dapat diserahkan kepada orang yang 
ditunjuk oleh peserta atau ahli warisnya. 
- Asuransi dalam jangka waktu tertentu, berupa transaksi yang 
mewajibkan peserta membayarkan sejumlah uang secara periodik 
kepada perusahaan asuransi dan pihak perusahaan wajib membayar 
sejumlah uang kepada peserta jika tenggang waktunya telah datang 
dan peserta masih hidup. Peserta asuransi tidak mendapatkan uang 
ganti rugi jika ia meninggal sebelum tenggang waktu datang. 
- Asuransi yang sifatnya peserta menerima sejumlah uang dari pihak 
perusahaan asuransi pada waktu-waktu tertentu jika ia masih hidup 
atau diberikan kepada orang yang ditunjuk peserta atau ahli 
warisnya jika ia telah meningal. Dalam asuransi bentuk yang 
terakhir ini uang yang dibayarkan peserta secara periodik lebih 
besar daripada kedua bentuk asuransi sebelumnya.       
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b. Asuransi kecelakaan apabila peserta menderita kecelakaan badan atau 
cacat tubuh. 
 
Dari jenis asuransi tersebut secara garis besar Asuransi terdiri dari 




1. Asuransi Kerugian  
Terdiri dari asuransi untuk harta benda (property, kendaraan), 
kepentingan keuangan (pecuniary), tanggung jawab hukum (liability) 
dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan). 
 
2. Asuransi Jiwa 
      Pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara 
orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko 
yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang pasti terjadi tetapi tidak 
pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat 
diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan 
risiko kecelakaan (yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil 
terjadi). Kerjasama mana dikoordinir oleh perusahaan asuransi, yang 
bekerja atas dasar hukum bilangan besar (the law of large numbers), 
yang menyebarkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama. 
Yang termasuk dalam program asuransi jiwa seperti : asuransi untuk 
pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, kesehatan.  
 
3. Asuransi sosial 
                                                 
         47 http://radenbeletz.com/macam-macam-asuransi.html, diakses tanggal 02 Maret 2010 
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Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang 
diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Maksud 
dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi 
masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 
komersial. 
      Dari tiga kategori asuransi tersebut yang menyebutkan  
program asuransi jiwa dan asuransi jiwa diantaranya asuransi untuk 
pendidikan, sehingga perlu mengemukakan tentang  asuransi jiwa. 
 
c. Pengertian Asuransi Jiwa  
Menurut H. M. N. Purwosutjipto, SH. mendifinisikan asuransi jiwa 
sebagai : 
“Perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi 
dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri 
selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada 
penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari 
meninggalnya seseorang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah 
lampaunya jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk 
membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh 
penutup asuransi sebagai penikmatnya” 48 
 
Asuransi jiwa merupakan suatu cara sekelompok orang untuk 
bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian relatif muda 
(premature death) atau hidup terlalu lama, sehingga menurunnya 
melampaui produktivitas atau ketidak mampuan menyediakan kebutuhan 
ekonominya.49 
 
Menurut Abas Salim, “Asuransi jiwa adalah asuransi yang 
bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga 
                                                 
         48 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, Djambangan, 
l983, hlm.118. 
         49 Supardjono, Perasuransian di Indonesia, Cet. 1, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Jakarta. l999, hlm. 140. 
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yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidup nya terlalu 
lama”. 
Disini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi 
untuk : 
1. Risiko kematian 
2. Hidup seseorang terlalu lama 50 
Dari beberapa pengertian tentang asuransi jiwa di atas, pada 
prinsipnya satu sama lain terdapat persamaan. Meskipun teks 
penyampaiannya berbeda-beda, tetapi tidak terlepas dari tiga unsur yang 
tercakup dalam asuransi jiwa yaitu : 
a. Pihak yang mengikatkan diri untuk membayar premi (pemegang polis) 
b. Pihak yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang 
(penanggung) 
c. Pembayaran sejumlah uang yang digantungkan pada peristiwa tertentu 
(meninggalnya tertanggung) yang belum diketahui kapan terjadinya. 
 
Definisi yuridis tentang asuransi jiwa telah ditetapkan dalam pasal 
(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun l992 tentang Usaha Perasuransian 
adalah:  
 “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana 
pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan 
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung 
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk 
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 
yang dipertanggungkan”.51 
 
                                                 
         50 Abbas Salim, Asuransi dan Menejemen Risiko, Eds 2-9. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007, 
hlm. 25. 
         51 C.S.T. Kansil dan Kristine, Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan, Jakarta: Pradnya 
Paramita, 2000.hlm.232. 
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Berkaitan dengan pasal 1 sub (6) Undang-Undang Nomor 2 tahun 
1992, menyebutkan bahwa : 
“Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa 
dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau 
meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan”.52 
Tentang jiwa sebagai obyek pertanggungan, hal ini sesuai dengan 
pasal 302 KUHD, yang menyebutkan : 
“Jiwa seseorang dapat, guna keperluan yang berkepentingan, 
dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk sesuatu 
yang ditetapkan dalam perjanjian”.53 
 
Jadi, secara yuridis, untuk suatu kepentingan, jiwa dapat 
dipertanggungkan, sebelum lahirnya Udang-Undang Nomor 2 Tahun 
1992 tentang Usaha Perasuransian, para sarjana didalam mendefinisikan 
asuransi jiwa selalu merujuk kepada KUHD dimana didalamnya tidak ada 
pasal yang memuat definisi asuransi jiwa secara limitatif, tetapi normatif. 
Maka dapat disimpulkan pengertian asuransi jiwa adalah Perjanjian 
timbal balik antara penutup asuransi (pemegang polis) dengan 
penanggung, dengan mana pemegang polis mengikatkan diri untuk 
membayar premi kepada penanggung selama jalannya pertanggungan, 
sedang penanggung berkewajiban membayar sejumlah uang kepada ahli 
waris atau penerima manfaat yang ditunjuk dalam polis, sebagai akibat 
jatuhnya peristiwa yang belun pasti, yang dikaitkan dengan hidup atau 
meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. 
 
d. Berakhirnya Perjanjian Asuransi  Jiwa. 
                                                 
52 Ibid. 
53 Ninik Suparni,opcit, hlm.91.  
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Secara garis besar, perjanjian asuransi  jiwa dapat berakhir 
disebabkan karena dua hal yaitu : 
Pertama, Masa perjanjian telah habis.  
Apabila masa perjanjian telah habis, maka pertanggungan (kontrak 
asuransi) dengan sendirinya berakhir, dan kepada pihak penanggung 
berkewajiban untuk membayar uang pertanggungan kepada pihak 
penerima faedah. Biasanya pihak penerima faedah dalam polis ini adalah 
tertanggung/pemegang polis itu sendiri. 
Kedua, terjadi evenemen atau pihak tertanggung meninggal dunia 
dalam masa pertanggungan. 
Apabila pihak tertanggung meninggal dunia dalam masa 
pertanggungan, dalam hal ini ada dua macam penyebab terjadinya 
peristiwa kematian tersebut, yaitu : 
a. Peristiwa yang timbul dari dalam, yaitu peristiwa hilangnya nyawa 
atau meninggalnya tertanggung karena adanya unsur kesengajaan yang 
dikehendaki oleh tertanggung, seperti bunuh diri. Apabila hal ini 
terjadi, maka perjanjian dengan sendirinya gugur. 
 
      Dalam Pasal 307 KUHDagang ditentukan   
         “Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri atau dijatuhi 
hukuman mati, maka asuransi jiwa gugur”. 
            Poerwosutjipto dalam Abdul Kadir Muhammad berpendapat, bahwa: 
Pasal 307 KUHD ini dapat disimpangi, sebab kebanyakan asuransi 
jiwa itu ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan 
penanggung melakukan prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri 
dari badan tertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau 2 
(dua) tahun sejak diadakan asuransi.54    
b. Peristiwa yang timbul dari luar, yaitu peristiwa  hilangnya nyawa atau 
meninggalnya tertanggung karena suatu sebab yang tidak dikehendaki 
                                                 
          54 Abdul Kadir Muhammad, Op.cit. hlm. 202 
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oleh pihak tertanggung. Apabila peristiwa ini terjadi, maka pihak 
penanggung wajib membayar uang pertanggungan kepada pihak 
penerima faedah setelah berkas-berkas persyaratannya dipenuhi. 
Dalam Pasal 307 KUHD, hukuman mati juga mengakibatkan 
gugurnya pertanggungan, sehingga pihak penanggung bebas dari 
kewajiban untuk membayar uang pertanggungan, meskipun peristiwa 
timbulnya dari luar. Namun dalam hal ini, dianggap sebagai ketentuan 
yang tidak wajar, karena peristiwa hukuman mati adalah peristiwa 
yang tidak diperkirakan terjadinya. Apabila uang pertanggungan tidak 
dibayarkan maka sangat merugikan ahli waris yang tidak tahu menahu 
atau turut serta dalam tindak pidana. 55 
Selain itu dalam perjanjian asuransi ada masa leluasa. Apabila  
peserta tidak dapat melanjutkan membayar premi,  ada masa yang 
disebut dengan masa leluasa, yaitu pihak perusahaan asuransi 
memberikan batas waktu (grace period) kepada peserta untuk 
membayar premi lanjutan selama 30 hari kalender. Misal : Jatuh tempo 
pembayaran premi lanjutan setiap bulan tanggal 2 Pebruari, maka masa 
leluasanya sampai tanggal 1 Maret. Jika dalam masa leluasa tersebut 
peserta tidak atau belum membayar premi, maka masih ada proteksi. 
Artinya pihak asuransi masih akan membayarkan manfaat asuransi 
kepada ahli waris  atau pihak yang berkepentingan terhadap asuransi 
setelah dikurangi premi yang belum dibayar. Namun jika sampai lewat 
batas waktu ternyata peserta belum juga membayar premi lanjutan, 
maka polis menjadi batal sementara dan proteksi menjadi tidak ada. 
Artinya pihak perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban apa-apa 
untuk membayar manfaat asuransi. Masa leluasa  berlaku untuk semua 
                                                 
          55 Djoko Prakoso, Op.cit, hlm. 269  
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premi lanjutan baik dengan cara bayar system bulanan, tri wulan, 
semesteran maupun tahunan. 
Dalam konsep hukum, peserta asuransi yang tidak dapat 
melanjutkan membayar premi tidak dapat dipaksa untuk membayar 
oleh pihak perusahaan asuransi, peserta asuransi memiliki  kebebasan 
apakah dia mau membayar premi atau tidak, jika premi tidak dibayar, 
maka pihak perusahaan tidak terikat lagi dengan janji untuk membayar 
manfaat, namun jika premi terus dibayar, maka pihak perusahaan 







5. Konsep Asuransi Syariah 
Islam memandang asuransi sebagai suatu perbuatan yang mulia karena 
pada dasarnya Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan 
segala sesuatu secara maksimal, terutama selagi manusia tersebut mampu 
dan memiliki sumber daya untuk melakukanya.  
Allah SWT dalam Al Qur’an juga memerintahkan hamba-hambanva 
untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok. Hal ini 
dapat diwujudkan dalam bentuk menabung ataupun berasuransi.  
a. Pengertian Asuransi Syariah 
Asuransi dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah At-ta’min, 
(نیمءاتلا) menanggung disebut )نم ءوم (  mu’amin, tertanggung disebut 
mu’amman lahu )ھل نمءوم(  atau musta’min  )نیم ءاتسم(  .At-ta’min  diambil 
dari amana ) نما(  yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa 
                                                 
           56 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah Halal & Maslahat, Cet. Pertama, Tiga Serangkai, Solo, 
2007, hlm 69  
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aman, dan bebas dari rasa takut. Seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy 
(106): 4,  
jKhoiril Anwar, _     
Artinya: “ Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”. 
 
Pengertian At-ta’min ) نیمءاتلا ( adalah seseorang 
membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya 
mendapatkn sejumlah uang sebagaimana ang telah disepakati, atau untuk 
mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.57 
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan Asuransi (at-Ta’min) 
adalah transaksi antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban 
membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan 
sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa 
pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.58 
Menurut Wahbah az-Zuhaili (ahli fikih kontemporer) 
mendifinisikan asuransi sesuai dengan pembagiannya. Asuransi ada dua 
bentuk, yaitu : 
1. At-ta’min at-ta’awuni (asuransi tolong menolong) adalah kesepakatan 
sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi 
ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudaratan. 
2. At-ta’min bi qismi tsabit (asuransi dengan pembagian tetap ) adalah 
akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada 
pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan 
                                                 
57 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, ctk ke dua, Kencana, Jakarta. 2005. 
hlm. 177.  
58 Abdul Aziz Dahlan, Opcit, hlm 138. 
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perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi 
ganti rugi.59  
Mustahal Ahmad Azzarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu 
cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko 
(ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, 
dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia 
berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem ta’awun ) نواعت(  dan 
tadhamun )نماضت (  yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa –
peristiwa atau musibah –musibah oleh sekelompok tertanggung kepada 
yang tertimpa musibah tersebut, Penggantian tersebut berasal dari premi 
mereka. 
Di Indonesia, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. 
Kata takaful berasal dari takafala-yatakafalu )لفاكتی لفاكت(   yang berarti 
menjamin atau saling menanggung. 
Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian 
muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga 
antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang 
lainnya. Dalam Ensiklopedi Islam digunakan istilah At-takaful al-ijtima’i 
)يعامتجلاا لفاكتلا(  atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota 
masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan 
membantu mengatasi kesulitan, anggota masyarakat Islam yang satu 
merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan 
keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain. Hal ini juga 
sejalan dengan HR. Bukhari Muslim :  
 ھل ىعادت وضع اكتشاذا اضعب ھضعب دشی ناینبلاك ملسملل ملسملا
 دسجلا رء اس                                    ىمحلاو رشلاب  
                                                 
59  Ibid. 
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“ Orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu 
bagian dan bagian lainnya saling menguatkan sehingga melahirkan suatu 
kekuatan yang besar “.jika salah satu anggota tubuhnya merasakan 
kesakitan maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa 
kesakitan dan berjaga-jaga ( agar tak terjangkit pada anggota yang 
lain).60 
 
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam fatwa DSN No. 
21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah , 
disebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) 
adalah : Usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah 
orang /pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 
akad ( perikatan ) yang sesuai dengan syariah.61 
Takaful is the Arabic term for “guaranteeing each other,” and 
takaful insurance represents the Islamic (Shariahcomplaint) alternative 
to insurance. Takaful insurance is an agreement among a group of people 
to jointly coverspecified losses or damage that may happen to any of them 
out of the funds that members donate collectively. Thedifference between 
takaful and conventional insurance is that takaful is a risk-sharing 
arrangement whereasconventional insurance employs risk transfer. The 
role of the insurance company is to ensure that each participantpays 
equitable contribution and those who sustain a loss get properly 
compensated. 
 
The principles of takaful are: 
- Policyholders cooperate for the common good of all. 
- Every policyholder contributes to help those that need assistance. 
- Losses and liabilities are spread according to the community pooling 
system. 
- Uncertainty is eliminated with respect to subscription and 
compensation. 
- Takaful does not gain advantage at others’ expense.62 
                                                 
60  Ibid. hlm.178.   
          61 Ahmad Kamil dan Fauzan.Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, 
ctk.Pertama, Kencana, Jakarta, 2007. hal. 499 
        62 http://www.capitalformationmarketing.Com.di akses, tanggl 02 april 2010. 
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b. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah 
Prinsip dalam Asuransi Syariah adalah Ta’awanu ‘ala al birr wa al-
taqwa (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan at-
ta’min (rasa aman).63  
Prinsip ini menjadikan peserta asuransi sebagai sebuah keluarga 
besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. 
Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi Syariah / takaful 
adalah akad takafuli (saling menanggung ), bukan akad tabaduli (saling 
menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu 
pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. 
Asuransi Syariah/Takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama,  yaitu:  
1) Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransii takaful 
memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan 
menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan 
niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah 
ibadah. 
 
  Hal ini dapat diperhatikan dari hadits-hadits berikut : 
 
 
Artinya : “ Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ( dalam   suatu  
masyarakat ) seperti sebuah bangunan di mana tiap-tiap 
bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian 




                                                 
         63 Gemala Dewi, Op. cit. hlm. 146-148 
 
اضعب ھضعب دشی ناینبلاك نءوملل نمءوملا 
مكلك ھتیعر نع لوءاسم مكلكو  عار ) يراخبلا هاور
ملسمو(  
 li 
Artinya : “ Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap 
kamu bertanggung jawab terhadap  orang-orang yang 




Artinya :  “Seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia 
menngasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya 
sendiri” (HR. Bukhari dan Muslim). 
Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban 
setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling 
menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan 
kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam 
mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis. 
Dengan prinsip ini, maka asuransi takaful merealisir perintah 
Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Rasulullah dalm Al-sunnah tentang 
kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata 
tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat. 
2) Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara 
peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama 
dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami 
karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah dalam 
QS.Al-Maidah ayat 2, yang artinya : “Bekerjasamalah kamu pada 
perkara-perkara kebajikan dan takwa, dan jangan bekerja sama dalam 
perkara–perkara dosa dan permusuhan.” 
  
Artinya :  “Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu 
menolong saudaranya” (HR. Akhmad dan Abu Daud ) 
Dengan prinsip ini maka asuransi takaful merealisir printah 
Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Rasulullah dalam As-Sunnah 
tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara 
sesama umat manusia. 
ی ىتح مكدحا نم ءوی لا   ھسفنل بحی امك ھیخلا بح  
اللهاو         ھیخا نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف  
 lii 
3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para 
peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta 
lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang 
dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Quraisy ayat 4, 
 
 
Artinya: “(Allah) yang telah menyediakan makanan untuk 
menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan/ 
mengamankan mereka dari mara bahaya ketakutan .” 
Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 126 : 
 
 
Artinya: “Ketika Nabi Ibrahim berdoa Ya Tuhanku, jadikan negeri ini 
aman dan selamat dan berilah rizki penghuninya dari buah-
buahan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir”. 
 
Diantara sabda Rasulullah yang mengandung maksud perlunya 
saling melindungi adalah : 
 
Artinya: “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang 
memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan 
jiwa raga manusia.” (HR. Ibnu Majjah). 
Dengan begitu maka Asuransi takaful merealisir perintah Allah 
SWT dalam al-Qur’an dan Rasulullah SAW dalam as-Sunnah tentang 
tolong menolong dan kewajiban saling melindungi di antara sesama 
warga masyarakat. 
Dengan prinsip-prinsip utama tersebut diatas, maka Asuransi 
Syariah/ Takaful dalam opersionalnya  memiliki prinsip-prinsip dasar 
diantaranya:64 
 
                                                 
        64 AM.Hasan Ali, Opcit, hlm.125- 136 
ذلافوخ نم مھنم او  عوج نم مھمعطا ي  
میھاربا لاق ذاو قزراو انما ادلب اذھ لعجا بر 
  رخلاا مویلاو اللهاب نما نم تارمثلا نم ھھلھا  
ھسفنو ھلام نم نونم ءوملا  ملس نم نم ءوملا  
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a. Tauhid ( Unity) 
Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk 
bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan 
aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai 
tauhidy. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan 
hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. 
b. Keadilan (justice)  
Adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (justice) antara 
pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal 
ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban 
antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. 
c. Tolong-menolong (ta’awun) 
Adalah dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus 
didasari dengan semangat tolong-menolong (ta’awun) antara 
anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal 
harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan 
meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan 
musibah atau kerugian. 
d. Kerja Sama (cooperation) 
Adalah merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam 
literatur ekonomi Islami. Manusiia sebagai makhluk yang mendapt 
mandat dari Khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan 
kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat 
dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluq individu dan 
sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat 
berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua 
belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan 
perusahaan asuransi. 
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e. Amanah (al-amanah) 
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan asuransi dapat 
terwujud dalam hal nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) 
perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi 
nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan 
yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan 
nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui 
auditor public. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah 
asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban 
menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran 
dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang 
menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan 
informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang 
menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip 
amanah dan dapat dituntut secara hukum. 
f. Kerelaan (al-ridha) 
Prinsip kerelaan (al- ridha) dalam ekonomik islami berdasar 
pada firman allah SWT. dalam QS. An-Nisa’ (4) : 29  
 
 
Artinya : “ …..kerelaan di antara kamu sekalian …. “ 
Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela  
dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada 
paksaaan antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad. 
Sehingga kedua pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan 
paksaan. 
 Dalam bisnis asuransi, kerelaan (al-Ridha) dapat 
diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai 
motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang 
ت نعمكنم ضار  
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disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana 
sosial (tabarru’). Dana sosial (tabarru’) memang betul –betul 
digunakan untuk tujuan membantu angota (nasabah) asuransi yang 
lain jika mengalami bencana kerugian. 
g. Larangan riba 
Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya 
diri dengan cara yang tidak dibenarkan. 
Ada beberapa bagian dalam  al-Qur’an yang melarang 
pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam 
menghalalkan perniagaan dan melarang riba, karena riba 
merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli 
maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangann dengan 
prinsip muamalah dalam Islam. 
 Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ( 
4: 29 )      
بلاب مكنیب مكلاوما اولكءات لا اونما نیذلا اھیا ای الط  
 
Artinya :   “Hai orang-orang yang berimanm janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 




h. Larangan maisir ( judi ) 
 
Allah SWT. Telah memberikan penegasan terhadap 
keharaman melakukan akifitas ekonomi yang mempunyai unsur 
maisir ( judi ): 
Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ( 5 : 90 ) 
 
ارت نع ةر اجت نوكت نا لاامكنم ض  
 
ای باصنلااو رسیملاو رمخلا امنا اونما نیذلا اھیا






Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ( 
meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 
termasuk, perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” 
Syafi’i Antonio mengatakan bahwa unsur judi artinya adalah 
salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami 
kerugian. 
i. Larangan gharar ( ketidak pastian ) 
Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida’ ( penipuan ) 
yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur 
kerelaan 
Rasulullah SAW bersabda tentang gharar dalam hadits yang 





Artinya :  “Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW 
melarang jual- beli gharar.”( HR.Buhari-Muslim) 
 
c. Landasan Operasional Asuransi Syariah. 
Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusional 
belum begitu kuat. Hal ini terlihat dengan belum adanya peraturan 
setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi 
syariah di Indonesia.  
Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah masih 
menginduk kepada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara 
 اللها لوسر يھن لاق اللها يضر ةریرھ يبا نع
 ررغلا عیب نع  ملسو ھیلع اللها يلص 
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umum (konvensional) yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 
Tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 
1992 Tentang  Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. 
 Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi 
syariah pada Surat keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep. 
4499/LK/2000, tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi 
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan system Syariah. 
Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa 
dengan Nomor : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 
Asuransi Syariah yang secara umum memberikan  penjelasan sebagai 
berikut: 
1. Asuransi syariah  (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling 
melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak 
melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu 
melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.  
2. Akad  yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah 
yang tidak mengandung gharar (penipuan) maysir (perjudian), riba, 
dzulum (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat. 
3.  Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan 
komersial. 
4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan 
tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan 
komersial. 
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah 
dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam 
akad. 
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh 
perusahaan asuransi sesuai dengan  dalam akad.65 
 
d. Jenis - Jenis Asuransi Syariah  
                                                 
         65 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 
21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah 
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Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun l992 
Tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah atau takaful terdiri 
dari dua jenis yaitu : 
1) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang 
memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan 
kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. 
Produk takaful keluarga meliputi  
a) Takaful berencana. 
b) Takaful pembiayaan 
c) Takaful pendidikan 
d) Takaful dana haji 
e) Takaful berjangka 
f) Takaful kecelakaan siswa. 
g) Takaful kecelakaan diri 
h) Takaful khairat keluarga. 
2) Takaful umum (Asuransi Kerugian), adalah bentuk asuransi syariah 
yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana 
atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti, rumah 
bangunan dan sebagainya.66 
 
6. Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi 
Asuransi Takaful  Dana Pendidikan / Fulnadi yang terdapat pada 
Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta adalah merupakan asuransi 
produk individu yang ada unsur tabungan, suatu bentuk perlindungan untuk 
perorangan yang bermaksud menyediakann dana pendidikan dalam mata 
uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai Sarjana. 
                                                 
         66 Gemala Dewi, opcit, hlm.152 
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Program Asuransi Takaful  Dana Pendidikan / Fulnadi dirancang untuk 
merencanakan pendidikan anak secara syariah dan diharapkan 
kesejahteraaan serta kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak tertanggung 
akan terjamin,  apabila pihak tertanggung mencapai usia lanjut dan sudah 
tidak mampu lagi memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya atau 
apabila tertanggung meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan 
masih memerlukan biaya pendidikan. 
 
Keunggulan dari Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah bila 
peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka akan 
mendapatkan semua rekening tabungan yang telah disetor dan bagian 
keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (mudharabah). 
Salah satu manfaat yang akan didapatkan peserta mengikuti Takaful 
Dana Pendidikan/Fulnadi yaitu :  
Bila mana peserta mengalami musibah yang tak terduga (meninggal 
dunia) dalam masa perjanjian walaupun peserta belum selesai membayar 
premi.  
Polis Bebas Premi, Ahli waris akan mendapatkan: 
a. Santunan sebesar 50 % Manfaat Takaful Awal ( jika meningal karena 
sakit atau catat tetap total karena kecelakan ) atau 100 % Manfaat Takaful 
Awal ( jika meninggal karena kecelakaan) 
b. Sejumlah dana rekening tabungan yang telah disetor 
Anak sebagai Penerima Hibah akan mendapatkan : 
a. Tahapan pada saat masuk ( TK, SD, SMP, SMA, PT ) ( sesuai Masa 
Perjanjian ). 
b. Beasiswa setiap tahun sejak Peserta mengalami musibah s/d 4 tahun di 
Perguruan Tinggi. 
Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian 
beasiswa di Perguruan Tinggi  Peserta mengalami musibah. 
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a. Meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan, ahli 
warisnya akan menerima Nilai tunai 
b. Meninggal karena kecelakan, Ahli Warisnya akan menerima Nilai Tunai 
dan santuan sebesar 50 % Manfaat Takaful Awal 
c. Penerima Hibah akan tetap menerima Beasiswa sampai yang 
bersangkutan empat tahun di Perguruan Tinggi. 
Jika Peserta Panjang Umur sampai akhir perjanjian, Anak sebagai 
Penerima Hibah mendapatkan :  
a. Tahapan saat masuk ( TK, SD, SMP, SMA, PT ) dan Beasiswa selama 4 
tahun di Perguruan Tinggi. ( sesuai Masa Perjanjian) 
b. Jika Tahapan yang yang jatuh tempo tidak diambil, akan diinvestasikan 
dan akan menambah Beasiswa pada saat di Perguruan Tinggi. 
c. Jika Anak sebagai Penerima Hibah meninggal sebelum seluruh tahapan 
diterima, Peserta /Ahli Waris mendapat : 
1) Nilai Tunai 
2) Santunann sebesar 10 % Manfaat Takaful Awal ( Premi Tahunan X 
Masa Perjanjian ) 67 
   
CETP is a plan, which provides you with protection and long-term 
savings to finance higher education expenses of your child. Your child will 
be provided with financial benefits in the event you suffer a set back covered 
under the plan. At the same time, your child will enjoy long-term savings (or 
education fund). 
Takaful concept in Child Education Takaful Plan. There are generally 
two main concepts that are used under CETP. The first concept is where you 
make a contribution (on behalf of your child) into two separate takaful 
funds. Under this concept, you undertake a contract ( aqad ) for part of your 
                                                 
 67 Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Kaluarga Surakarta. 
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contribution to be invested by the takaful operator and placed in a fund 
called Participants Account (PA), while the other part of the contribution to 
be in the form of participative contribution ( tabarru'). The tabarru' will be 
placed in a fund called Participants' Special Account (PSA) that will be used 
to fulfil your obligation of mutual help, should any of the participants face a 
misfortune arising from death or permanent disability. The profit from PA 
will be shared between your child and the takaful operator according to a 
pre-agreed ratio.  
The second concept is where you will make a contribution (on behalf 
of your child) into a single fund. Unlike the first concept, all of your 
contribution will be invested by the takaful operator and placed in the 
Participants' Special Accounts (PSA). If your children survive until the 
maturity date of the plan, they will be entitled to the sum covered under the 
plan (given under the Shariah concept of hibah ) plus the share of net 
surplus from the fund, if any.68 
 
7. Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS . 
 
Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS adalah badan yang ada 
di lembaga keuangan syariah  yang indipenden termasuk  pada Perusahaan 
Asuransi Syariah atau Asuransi Takaful yang  bertugas mengawasi 
pelaksanaan ekonomi syaraiah, keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di 
lembaga keuangan tersebut. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga 
Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. 
 
Fungsi dan  Peran Dewan Pengawas Syariah  
                                                 
            68 http.// www.insurance.info.com.may, diakses tanggal 02 April 2010 
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· Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah 
mengawasi jalannya Asuransi Syariah sehari-hari agar selalu sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan syariah  (berdasarkan dan berpedoman pada 
ketentuan dalam AQur’an dan Al Hadist). 
· Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala 
(biasanya tiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini 
Asuransi Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan 
syariah. 
· Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat 
rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah, 
pengembangan asuransi /takaful yang diawasinya. 
· Dewan Pengawas Syariah bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk 
terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam 
setiap aktifitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah. 
 
 
8. Penyelesaian Sengketa  
Secara garis besar penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua     
macam  yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dan 
penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui 
jalur non litigasi dapat ditempuh melalui jalan musyawarah, negosiasi, 
konsiliasi, jasa baik serta mediasi sedangkan penyelesaian sengketa melalui 
litigasi  dapat ditempuh melalui beracara  di forum arbitrase  atau beracara 
didepan sidang pengadilan dan hak sengketa asuransi Syariah Pengadilan 
Agama yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara tersebut.  
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Sebagai peserta asuransi tidak menghendaki adanya sengketa akan 
tetapi, apabila dalam perjanjian  asuransi dimuat klausul tentang 
penyelesaian sengketa maka para pihak harus tunduk isi perjanjian tersebut. 
Apabila dalam perjanjian tersebut belum mencantumkan klausula 
penyelesaian sengketa maka dapat diperjanjikan secara tersendiri setelah 
timbulnya sengketa.  
Dan cara penyelesaian ini dilakukan dengan cara musyawarah, dalam 
hal musyawarah antar perusahaan Asuransi Takaful dengan Peserta Asuransi 
tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan 
melalui alternatif penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah 
Nasional (BASYARNAS) atau mengajukan perkaranya ke Pengadilan 
Agama. 
  
B. Kerangka Berpikir. 
 
Asuransi adalah salah satu praktek muamalah yang tidak dikenal pada 
zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga dasar hukumnya secara tekstual tidak 
ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Untuk menemukan dasar hukum 
asuransi tersebut para ulama berijtihad sendiri dengan berdasar pada Maqashid  
al-syar’iah. Keberadaan asuransi yang bersifat Ijtihadi ini mengakibatkan 
perbedaan pendapat diantara para ulama tentang dasar hukumnya. Sebagaian 
ulama ada yang membolehkan, namun sebagian ada yang mengharamkan dan 
sebagian lagi ada yang mengambil jalan tengah. Yakni membolehkan asuransi 
yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.69 
                                                 
         69  Hamzah Yaqub, Kode Etik Dagang menurut Islam, CV. Diponegoro, Bandung, 1984,  hlm. 
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Asuransi Takaful Keluarga adalah merupakan perusahaan asuransi 
syariah yang di dalamnya terdapat produk unggulan yang ditawarkan pada 
masyarakat berupa Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi.  
Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi pada Asuransi Takaful 
Keluarga Cabang Surakarta adalah  usaha yang berlandaskan tiga konsep dasar 
yaitu saling bekerjasama, tolong menolong dan melindungi diantara sejumlah 
orang melalui investasi  dan dalam bentuk aset dan atau tabarru  yang 
memberikan pola pengembalian  untuk menghadapi resiko tertentu  melalui 
akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad yang tidak 
mengandung gharar (ketidak jelasan), maisir (perjudian) dan riba, diharapkan 
prinsip-prinsip tersebut bisa dipahami dan dimengerti oleh peserta, sehingga 
tujuan mengikuti program Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi akan 
tercapai dan biaya pendidikan bagi anak-anak akan tercukupi.  
Premi Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi  terdiri dari tabungan 
peserta dan dana tabarru’ yang dikelola oleh perusahaan Asuransi Takaful 
Keluarga dan dana tersebut diinvestasikan melalui deposito Bank Muamalat 
Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan 
syariah. Asuransi Takaful Dana Pendidikan  tersebut di reasuransikan juga 
melalui perusahaan reasuransi syariah. 
Namun kenyataannya masih banyak pertanyaan dari masyarakat, apakah 
status hukum maupun cara aktivitas asuransi syariah secara keseluruhan sudah 
benar-benar berjalan dengan prinsip-prinsip syariah.  
Meskipun  Undang-undang tentang asuransi syariah belum ada, namun 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES) untuk menjawab pertanyaan, apakah status hukum 
maupun cara aktivitas asuransi syariah sudah  sejalan dengan prinsip-prinsip 
syariah,  telah mengeluarkan fatwa dan aturan serta membentuk Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memastikan agar 
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asuransi syariah benar-benar melakukan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip 
syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 
Pedoman Umum Asuransi Syariah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES) telah mengatur dengan jelas tentang investasi dan reasuransi yang 
harus dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Dalam angka delapan nomor 
(1) Fatwa Dewan Syariah Nasional  disebutkan, bahwa Perusahaan selaku 
pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. 
Nomor (2) investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Angka sembilan 
disebutkan tentang reasuransi, bahwa Asuransi syariah hanya dapat melakukan 
reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah. 
Sedang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 564 ayat (1) 
disebutkan Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan 
investasi dari dana yang terkumpul. Ayat (2) Investasi sebagaimana dalam ayat 
(1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 
Atas dasar kerangka berpikir tersebut diatas, penulis mencoba mencari 







Untuk memperjelas kerangka pemikiran, maka dapat digambarkan dalam 
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                 Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Asuransi Takaful  




A. Jenis Penelitian 
Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan digunakan, 
maka terlebih dahulu perlu menguraikan secara singkat mengenai metode. 
Metode menurut Setiono 70 adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu 
pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu 
apa yang akan dicari. Di dalam penelitian hukum, metode yang digunakan 
tergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum itu. 
Penelitian dalam penulisan tesis ini termasuk penelitian hukum sosiologis 
(non doktrinal), sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif, 
yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin dengan 
                                                 
         70 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana UNS, 
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medeskripsikan tentang: Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan / 
Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta, sedang jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk dalam bentuk yang 
evaluatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menilai program-program yang 
dijalankan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai 
pelaksanaan asuransi takaful dana pendidikan/ Fulnadi. 
Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) 
konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto seperti dikembangkan 
oleh Setiono adalah sebagai berikut:71 
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal. 
2. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan 
hukum nasional. 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan olehh hakim inconcreto, dan 
tersistematisasi sebagai judge made law. 
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik. 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 
Dari konsep tersebut menurut Setiono konkretnya peneliti akan meneliti 
yang mana :  
a. Hukum yang bersifat universal 
b. Hukum positif 
c. Hukum putusan hakim 
d. Hukum sosial yang terlembaga 
e. Hukum yang ada pada benak manusia72 
                                                 
         71 Sutandyo Wignyosoebroto, dalam Setiono, loc.cit.hlm.20  
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Dalam penulisan tesis ini, penulis memakai konsep hukum yang kelima 
yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Menurut Setiono penelitian non 
doktrinal adalah penelitian atas hukum yang tidak dikonsepskan sebagai rules 
tetapi sebagai regularitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam 
alam pengalaman. Hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi 
manusia secara akatual dan potensial akan terpola. Setiap perilaku atau aksi itu 
merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan 
empiris.73 Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 
tertentu, tetapi lebih menggambarkan keadaan apa adanya tentang sesuatu 
variable atau keadaan. 
 
 
B. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di wilayah 
Kota Surakarta, tepatnya penulis melakukan penelitian di Kantor PT. Asuransi 
Takaful Keluarga Cabang Surakarta 
C. Jenis data 
Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Data Primer 
Data primer atau data dasar (Primary data atau basic data) adalah data 
yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari 
sumber dimana penelitian berlangsung. Data primer dalam penelitian ini 
adalah keterangan yang diperoleh dari Meneger dan Karyawan PT 
Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta. 
b. Data Sekunder  
                                                                                                                                           
         72 Ibid. hlm 21 
 73 Ibid. hlm. 22 
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Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang 
diperoleh dari dokumen atau arsip yang ada hubungannya dengan masalah 
yang akan diteliti.74 
D. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari lapangan yang meliputi keterangan dari para peserta 
Asuransi Dana Takaful Pendidikan / Fulnadi dan keteranga dari  hasil 
wawancara pada Manager dan Karyawan PT  Asuransi Takaful Keluarga 
Cabang Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
 Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari 
peraturan perundang-undang, buku literatur yang mendukung data primer 
antara lain : 
 
1. Undang-undang nomor 2 tahun l992 tentang Usaha Perasuransian 
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang 
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21-DSN-MUI/III/2002, tentang 
Asuransi Syariah 
5. Al-Qur’an , Hadis dan fiqih Islam, sebagai sumber hukum Islam. 
6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :75 
                                                 
74 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ctk. Ketiga. UI-PRESS.l986. hlm.12 
         75 Ibid, hlm. 66  
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a. Kepustakaan, (Library Research) yakni metode dengan menelaah buku-buku 
kepusatakaan yang erat hubungannya dengan penelitian ini. 
b. Metode Dokumentasi, dengan metode ini penulis akan mengumpulkan data 
berupa catatan atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan PT Asuransi 
Takaful Keluarga Cabang Surakarta. 
c. Metode Observasi yaitu : melakukan pengamatan secara langsung 
pencatatan secara sistimatis terhadap fenomena - fenomena yang diteliti di 
PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta. 
d. Wawancara dan Intreviw yaitu teknik pengumpulan data dengan 
mengadakan Tanya jawab berupa wawancara bebas dengan Manager dan 
Karyawan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta dan Peserta 
Asuransi Takaful Dana Pendidikan/ Fulnadi, mengenai Pelaksanaan 
Asuransi Takaful Dana Pendidikan/ Fulnadi.       
F. Teknik Analisa Data 
Analisa data merupakan bagian menentukan dalam metode ilmiah karena 
dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam 
memecahkan masalah penelitian. 
Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistimatis 
catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Ada tiga komponen pokok 
dalam analisis data yaitu  :76 
1. Data Reduction (reduksi data) 
Merupakan proses pemilihan, pemfokusan, Penyederhanaan, 
pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis 
dilapangan. 
Hasil wawancara dapat disusun manjadi data yang dapat 
diabstraksikan tanpa mengurangi nilai-nilainya atau diperlukan secara utuh. 
                                                 
         76 H.B. Sutopo, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Teoritis dam Praktek, Pusat Penelitian UNS. 
hlm.17 
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Hal yang penting didalam reduksi data adalah analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu hingga 
kesimpulan-kesimp finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
2. Data Display ( penyajian data ) 
  Setelah dilakukan reduksi data maka alur kedua adalah penyajian data, 
dengan melihat gambaran menyeluruh maka data yang dikumpulkan harus 
diusahakan dibuat suatu bentuk matriks atau grafik untuk menghindari 
penenggelaman data yang telah didapat. Menurut Sutopo,77 menyatakan 
bahwa penyajian data merupakan bagian dari suatu analisis. 
3. Conclusion data ( Kesimpulan )  
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti 
dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan, 
pola-pola pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan 
berbagai proposisi.78 Dalam rangka penarikan kesimpulan (verifikasi) ini 
tidak terlepas dari reduksi dan penyajian data dan melakukan deverifikasi 
selama penelitian berlangsung untuk dapat memberikan makna yang telah 
teruji kebenarannya. 
Analisis terhadap penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut 
: 
1. Mengidentifikasi dan menemukan pola atau tema yang ada dalam data yang 
diperoleh melalui transkrip yang dibuat. 
2. Mengklarifikasi pola atau tema dari data yang telah diidentifikasi. 
3. Interpretasi data sebagai upaya memahami data secara lebih mendalam.  
          Dari hasil interpretasi data yang ada, dihubungkan dengan teori yang 
ada yaitu teori efektifitas hukum, teori bekerjanya hukum, Teori-teori  
dimaksud untuk menganalis data yang dikumpulkan, dan ditarik kesimpulan 
sebagai jawaban atas perumusan masalah.  
                                                 
         77 H.B. Sutopo, loc.cit, hlm. 39. 
        78 H.B. Sutopo, loc.cit. hlm.93. 
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 Gambar  3.1. Teknik Analisa Data 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi di PT.Asuransi Takaful 
Keluarga Cabang Surakarta    
a. Pelaksanaan Asuransi takaful Dana Pendidikan/ Fulnadi    
Asuransi Takaful Dana Penddidikan /Fulnadi adalah salah satu produk dari Asuransi 
Takaful Keluarga yang diperuntukkan untuk membantu pendidikan anak yang 
direncanakan lebih awal.  merupakan asuransi produk individu yang ada unsur 
tabungan, suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud 
menyediakann dana pendidikan dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-
putrinya sampai Sarjana.79 
Di dalam asuransi Takaful Dana Pendidikan, peserta memiliki dua kemungkinan, 
yakni kemungkinan pertama, peserta hidup sampai masa kontrak berakhir, dan 
kemungkinan kedua, peserta meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir. 
Apabila peserta Asuransi Takaful Dana Pendiddikan mengalami seperti kemungkinan 
pertama, yaitu hidup atau diberi umur panjang sampai masa kontrak berakhir dan 
pembayaran preminya lancar, maka pembayaran klaim berasal dari rekening 
                                                 









tabungan peserta dan porsi bagi hasil, akan diterima oleh peserta yang 
bersangkutan kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan anak. Akan tetapi 
apabila peserta mengalami kemungkinan yang kedua, yaitu meninggal dunia 
sebelum masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan 
peserta, porsi bagi hasil dan dana kebajikan yang diambil dari tabungan tabarru 
akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal mati 
orang tuanya. 
Adapun Pelaksanaan asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi sebagai berikut : 
1. Akad pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan/Fulnadi  
Akad menurut Muslehuddin (dalam Khoiril Anwar) yaitu perpaduan antara 
penawaran (ijab) dan penerimaan yang merupakan suatu cara yang efektif 
untuk melakukan akuisisi terhadap kepemilikan dan pemindahan harta 
benda.80 
Pada dasarnya akad Takaful Dana Pendidikan sama dengan akad pada 
asuransi Takaful pada umumnya. Akad yang dipergunakan pada Asuransi 
Takaful  Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta 
adalah Akad Mudharabah ( Bagi Hasil ), PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang 
Surakarta sebagai Pemegang amanah sedang peserta Asuransi adalah 
Pemegang Polis yang bertindak sebagai pemilik modal (Shahibul maal) yang 
mengadakan perjanjian takaful yaitu usaha kerja sama saling melindungi 
dan menolong diantara peserta dalam menghadapi terjadinya malapetaka 
dan bencana. 
Akad dalam Asuransi Takaful Dana Pendidkan /Fulnadi dalam bentuk Polis 
yaitu surat Perjanjian antara peserta dengan perusahaan. 
Polis dapat diterbitkan apabila kelengkapan syarat syahnya perjanjiann 
asuransi sudah terpenuhi dan dengan diterbitkannya polis berarti pemegang 
polis sudah resmi menjadi peserta dan sudah mendapatkan proteksi dari 
pihak perusahaan. 
Persyaratan diterbitkannya polis Asuransi Takaful Dana Pendidikan tersebut 
antara lain : 
a. Surat Pengajuan Asuransi (SPA/Aplikasi) beserta formulir dan persaratan 
ang telah dipersiapkan telah diisi dan ditanda tangani oleh  peserta. 
 
b. Premi pertama telah dibayar,  
c. Menyerahkan foto copy identitas diri seperta KTP, 
                                                 
          80 Khoiril Anwar, opcit, hlm 33 
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Contoh Polis Asuransi Takaful Dana Pendidikan sebagai berikut: 
No      :  03.2007. 00274. 028 
Nama :  M. Nurrohman, S.H 
Alamat : Carangan Rt: 02/ 08 Baluwarti Pasar Kliwon       Surakarta      
57714 
Dinyatakan sebagai peserta Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
Jenis Program : Takaful Dana Pendidikan / FULNADI-Rp 
Masa Perjanjian : 11 Mei 2007 s.d 10 Mei 2015 
Premi : IDR 100.000.00    MTA: IDR  9.600.000.00 
§ Tabungan : IDR   93.000.00 (93.95 %) 
§ Tabarru : IDR          6.050.00 (  6.05 %) 
Dibayarkan setiap bulan pada tanggal 11 
Untuk selama delapan tahun 
Manfaat:  
a. Bila dalam masa perjanjian peserta mengalami musibah, ahli 
waris akan menerima Saldo Rekening Tabungan (SRT) serta 
santunan 100 % x MTA (meninggal karena kecelakaan) atau 50 
% x MTA (meninggal karena sakit  atau cacat tetap total karena 
kecelakaan), Penerima Hibah menerima Tahapan dan Bea siswa 
sesuai rencana sejak Peserta mengalami musibah sampai 4 tahun 
di Perguruan tinggi (PT) dan Polis bebas premi. 
b. Bila dalam masa 4 tahun setelah masa perjanjian berakhir Peserta 
mengalami musibah, Ahli Waris akan menerima SRT ( meningal 
dunia karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan ) atau 
menerima SRT dan 50% x MTA ( meninggal karena 
kecelakaan). Penerima Hibah menerima Beasiswa setiap tahun, 
sejak peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan 
Tinggi. 
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c. Bila peserta dan penerima hibah hidup dalam masa perjanjian, 
akan diberikan tahapan pada saat masuk sekolah dan beasiswa 
setiap tahun selama 4 tahun di Perguruan Tinggi. 
d. Bila Penerima Hibah meninggal sebelum Beasiswa terakhir 
diterima, ahli waris mendapatkan santunan 10 % dari MTA dan 
SRT. Tahapan dan beasiswa berakhir 
e. Bila peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa perjanjian  
akan mendapatkan SRT. 
f. Bila terdapat surplus dana tabarru, maka dialokasikan 100% 
untuk Cadangan Dana Tabarru’ 0 % untuk peserta dan 0 % untuk 
PT Asuransi Takaful Keluarga. 
Ketentuan Produk : 
- Jasa (ujroh) untuk Perusahaan, sesuai Tabel Beaya Pengelolaan 
Nisbah hasil investasi sebesar 70 % untuk Peserta dan 30 %   untuk 
Perusahaan.81 
2. Masa Perjanjian 
Masa Perjanjian pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan /    Fulnadi telah 
ditetapkan oleh Perusahaan yaitu 18 tahun dikurangi usia anak pada saat 
mulai menjadi peserta Asuransi Takaful  Dana Pendidikan /Fulnadi. 
3. Premi Takaful 
Adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta kepada perusahaan 
Asuransi Takaful Keluarga  terdiri dari dana Tabungan (merupakan Tabungan 
Peserta, khusus produk yang mempunyai unsur tabungan) dan Tabarru’ 
(dana untuk tujuan kerja sama tolong menolong, dan saling menanggung 
diantara para peserta, bila terjadi klaim).   
Pembayaran premi pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan /Fulnadi dapat 
dilakukan sekaligus, tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan, sesuai 
dengan persyaratan perusahaan, premi dibayar dimuka secara penuh 
sebelum tanggal jatuh tempo dan pembayaran dapat dilakukan di kantor 
yang telah ditunjuk oleh perusahaan atau melalui transfer via Bank. 
                                                 
         81 Polis, PT, Asuransi Takaful Keluarga, Jakarta, 2007. 
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Pembayaran premi lanjutan diberikan kelonggaran satu bulan sejak tanggal 
jatuh tempo pembayaran. Bila dalam kelonggaran tersebut Peserta 
meninggal dunia, maka Perusahaan akan membayar manfaat takaful. 
Bila premi lanjutan belum dibayar lebih dari satu bulan ( masa kelonggaran) 
maka polis dinyatakan batal. Khusus untuk polis dengan unsur tabungan, 
apabila peserta meninggl dunia atau mengundurkan diri, maka perusahaan 
hanya akan membayar nilai tunainya. 
4. Klaim 
Klaim akan dibayarkan setelah persyaratan lengkap diterima dan disetujui 
oleh perusahaan. 
Untuk Pembayaran klaim Dana Tahapan pada Asuransi Takaful Dana 
Pendidikan/Fulnadi, apabila pembayaran premi lancar, maka otomatis Dana 
Tahapan akan diberikan sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian, dan 
peserta akan diberitahu supaya melengkapi persyaratan untuk pengajuan 
klaim tahapan tersebut, namun apabila peserta tidak mengambil tahapan 
tersebut, maka dana tersebut akan terakumulasi pada Nilai Tunai, sehingga 
akan memperbesar jumlah Tahapan ketika di Perguruan Tinggi.82 
a. Syarat pengajuan klaim Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah 
sebagai berikut: 83    
1) Syarat secara umum 
- Polis asli. 
- Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh   
perusahaan. 
- Fotocopy identitas diri yang masih berlaku. 
- Melampirkan surat pemberian jatuh tempo tahapan (khusus 
untuk program yang ada tahapannya, jika ada ). 
- Surat Keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang 
merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena 
kecelakaan) 
                                                 
          82 Ibid 
          83 Ibid 
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2) Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan 
- Mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang 
disediakan oleh perusahaan, surat kematian dari instasnsi 
pemerintah yang berwenang. 
- Surat dari dokter yang berisikan keterangan sebab-sebab 
meninggal, Melampirkan surat keterangan dari polisi (bila 
meninggal karena kecelakaan ). 
- Perusahaan berhak untuk meminta diberikan dokumen- 
dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim. 
- Dalam hal peserta meninggal dunia, jangka waktu pengajuan 
bukti-bukti yang diperlukan selambat-lambatnya 6 ( enam ) 
bulan sejak tanggal meninggal. 
b. Pembayaran klaim. 
1) Klaim akan dibayarkan setelah berkas-berkas yang 
dipersyaratkan telah lengkap diterima dan disetujui oleh 
perusahaan 
2) Pembayaran klaim dilakukan di Kantor Pusat, Cabang atau 
kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Perusahaan atu trnsfer 
melalui Bank. 
3) Khusus untuk pembayarann polis dollar, akan diatur dengan   
peraturan khusus. 
4) Klaim yang tidak diambil / terlambat diambil, perhitungan bagi 
hasil sesuai pada saat tanggal akseptasi Klaim (Klaim disetujui)84 
 
Contoh: Pembayaran Klaim Jatuh Tempo Tahapan Masuk TK.85 
1. Data Polis 
Nomor Polis :   03200600546028  
                                                 
        84 Ibid 
        85  Sumber data : PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta. 
 lxxviii 
Nama Pemegang Polis  :   Totok Wahyudi, SH 
Alamat : Ngargorejo, Rt: 02/02 Gumukrejo Teras 
Boyolali 
Jenis Program : Takaful Dana Pendidikan 
Masa Perjanjian : 17-10-2006 s.d 16-10-2024 
Premi  : IDR  100.000,00 MTA   IDR.21.600.000,00 
§ Tabungan     : IDR 89.750,00  (89,78%) 
§ Tabarruu      : IDR 10.250,00  (10,15%) 
Cara Bayar Premi : Setiap Bulan 
Masa Perjanjian    : 18 Tahun 
Tanggal Terjadinya Klaim: 25-01-2010 
Tanggal Pengajuan     : 25-01-201 
Dana Tabungan     : IDR            2.765.250,00 
Bagi Hasil      : IDR                 55.321,58 
Tabarruu Individu     : IDR                          0,00 
Tabarruu Kumpulan : IDR                          0,00 
Jumlah Klaim      : IDR            2.160.000,00 
Biaya Meterai    :  IDR                         0,00 
Biaya Administrasi  : IDR                          0,00 
Lain- lain                 : IDR                          0,00 
Jumlah Dibayarkan : IDR            2.160.000,00 
Pembayaran Melalui  
Nomor Rekening : 91379883 
Bank Danamon Syariah (BDS SOLO ) 
Keterangan : Dana Tahapan Beasiswa ke 1 
 
  Jakarta, 25-Januari-2010  
                                       
    Dibuat  oleh                                               Disetujui 
 
    BAMBANG ANDRI W.         M. FITHROH AL-ANSHORI 
       
                MOO            MOOC 
 
Contoh: Pembayaran Klaim Jatuh Tempo Habis Kontrak.86 
                                                 
        86  Sumber data : PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang surakarta. 
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1. Data Polis 
Nomor Polis   :   03200200014042  
Nama Pemegang Polis :   Nuraini Widiastuti 
  Alamat   : Jl.Agung Utara.3/06 Rt.04.Rw.09, 
Kal.Mojosongo,Kec.Jebres,Kota Surakarta. 
Jenis Program : Takaful Dana Pendidikan 
Masa Perjanjian : 15-01-2002 s.d 14-01-2010 
Premi  : IDR  500.000,00    MTA. IDR.8.000.000,00 
§ Tabungan   : IDR 451.250,00 (90,25%) 
§ Tabarruu    : IDR 48.750,00    (09,75%) 
Cara Bayar Premi : Setiap Enam Bulan 
Masa Perjanjian    : 8 Tahun 
Tanggal Terjadi Klaim      : 19-01-2010 : 
Tanggal Pengajuan      : 19-01-2010 
Dana Tabungan     : IDR            6.920.000,00 
Bagi Hasil      : IDR               964.462,38 
Tabarruu Individu     : IDR                          0,00 
Tabarruu Kumpulan : IDR                          0,00 
Jumlah Klaim       : IDR            7.884,462,38 
Biaya Meterai     : IDR                         0,00 
Biaya Administrasi   : IDR                        0,00 
Lain- lain                : IDR                        0,00 
Jumlah Dibayarkan   : IDR            7.884,462,38 
Pembayaran Melalui  
Nomor Rekening : 2380009889 
Bank Syariah Mandiri(BSM SOLO ) 
Keterangan : Habis Kontrak 
 
     Jakarta, 25-Januari-2010                         
               Dibuat  oleh                                Disetujui oleh  
        
     BAMBANG ANDRI W.          M. FITHROH AL-ANSHORI 
                
      MOO            MOOC 
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5. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Dana  Pendidikan/Fulnadi  
 
Pengelolaaan Dana pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan sebenarnya 
sama dengan Asuransi Takaful  secara umum sehingga tidak ada perbedaan 
yang signifikan diantara keduanya, sama-sama menggunakan akad bagi hasil 
(mudharabah), dengan perbandingan keuntungan hasil investasi 70% untuk 
peserta, dan 30% untuk perusahaan. (sesuai dengan Pasal 562 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah). 
Berdasar kontrak bagi hasil (mudharabah) mekanisme pengelolaan dananya 
ada dua sistem. Pertama pengelolaan dana dengan sistem yang ada unsur 
tabungan, dan kedua pengelolaan dana dengan sistem yang tidak ada unsur 
tabungan. 
Mekanisme pengelolaan dana dengan sistem yang ada unsur tabungan 
adalah, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan 
kedalam dua rekening yaitu : 
a. Rekening tabungan Peserta 
Adalah dana yang merupakan milik peserta yang dibayar atau  dapat 
diambil oleh peserta apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan 
diri, atau peserta meninggal dunia.  
b. Rekening khusus. 
Adalah rekening yang menampung seluruh dana tabarru (iuran 
kebajikan) dari para peserta yang telah diniatkan untuk dana tolong 
menolong ketika ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana tabarru ini 
akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia atau perjanjian telah 
berakhir dengan catatan ada kelebihan atau surplus dana.   
Sedang mekanisme  pengelolaan dana dengan sistem yang tanpa 
unsur tabungan adalah, setiap dana (premi) yang dibayarkan peserta 
pada perusahaan asuransi hanya berupa dana tabarru’ (iuran kebajikan) 
semata yang akan dimasukkan kedalam rekening khusus. Kumpulan 
dana tabarru’ ini juga akan  di investasikan oleh pihak perusahaan 
asuransi. Dan hasil dari investasi akan dimasukkan ke dalam dana 
peserta. Dana peserta yang terkumpul setelah dikurangi klaim dan 
beban asuransi, jika ada surplus, maka peserta akan memperoleh 
bagian keuntungan dengan nisbah yang ditetapkan, yaitu 70% untuk 
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peserta asuransi dan 30% untuk pihak perusahaan asuransi.    
Setelah dana tersebut terkumpul dari premi peserta Asuransi Takaful Dana 
Pendidikan, akan diinvestasikan sesuai dengann syariat Islam melalui 
Deposito Bank Muamalat Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindarkan dari 
unsur gharar, maisir, dan riba.87 Dan  Asuransi Takaful Dana Pendidikan di 
reasuransikan melalui perusahaan Reasuransi syariah. 
 
MEKANISME PENGELOLAAN DANA ASURANSI TAKAFUL DANA PENDIDIKAN 
 
                                                                                                    
   30% 
                                                                                                                    Mudharabah 





Gambar  4.1. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Dana 
Pendidikan 
 
2. Hasil Wawancara 
Dalam penelitian ini penulis juga menghimpun data dari hasil 
wawancara dengan pihak pengelola asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT 
Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta dan  peserta yang masih aktif 
sebagai nasabah. 
 
a. Mugi Widodo, ( Takaful Agency Manager PT Asuransi Takaful 
Keluarga Cabang Surakarta), Tanggal 10 Pebruari 2010  
                                                 


















Peserta Rek. Tabarru’ 
Investasi 
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- Asuransi Takaful Dana Pendidikan  adalah merupakan salah satu 
program dari Asuransi Takaful Keluarga yang operasionalnya 
berdasarkan syariat  Islam dengan prinsip Ta’awanu ‘alal al birr wa al-
taqwa (tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa) dan 
ta’min (rasa aman),  pembayaran preminya peserta dapat menentukan 
sendiri yang besarnya minimal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 
setiap bulan. Dana yang terkumpul dari peserta akan diinvestasikan 
dengan sistem mudharabah(bagi hasil) melalui deposito Bank 
Muamalat Indonesia untuk membiayai proyek-proyek yang tidak 
bertentangan dengan syariah dengan pembagian hasil keuntungan 70% 
untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan. 
- Jumlah peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi 
Takaful Keluarga Cabang Surakarta sampai saat ini telah mencapai 
1.750 peserta, namun diantara peserta tersebut ada yang 
mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat melanjutkan membayar 
premi disebabkan masalah ekonomi karena penghasilan berkurang 
ataupun usahanya sedang macet. 
 
b. Wahyu Purnomo (Selaku Kolektor Nasabah) tanggal 15 Pebruari 
2010. 
- Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah asuransi yang berdasarkan 
syariah diperuntukan bagi perorangan yang ingin mempersiapkan 
beaya pendidikan bagi putra putri mereka sejak dini 
- Asuransi Takaful Dana pendidikan memberikan dana tahapan bagi 
peserta untuk anak-anak mereka yang akan masuk sekolah dari TK 
sampai ke Perguruan Tinggi. 
- Pembayaran premi pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan sangat 
mudah bisa langsung datang kekantor atau melalui kolektor maupun 
transfer via bank. 
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- Para peserta yang ingin mengambil dana tahapan sangat mudah dan 
cepat dan sesuai jadwal saat jatuh tempo tahapan. 
- Para peserta akan menerima laporan premi yang telah disetor setiap 
akhir tahun yang dikirimkan kealamat peserta. 
- Peserta yang tidak membayar premi setelah jatuh tempo pembayaran 
akan diberi peringatan baik melalui telpun maupun dengan surat. 
 
c. Muh.Nurrohman, sebagai peserta Asuransi Takaful Dana 
Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta 
pada tanggal. 20 Pebruari-2010. 
Asuransi Takaful Keluarga merupakan asuransi jiwa syariah yang 
pengelolaanya berlandaskan syariat Islam, maka dengan ikut menjadi 
peserta Asuransi Dana Takaful Pendidikan di PT Asuransi Takaful 
Keluarga Cabang Surakarta akan mendapatkan beberapa keuntungan dan 
manfaat diantaranya: 
- Asuransi Takaful Dana Pendidikan pelaksanaannya dikelola 
berdasarkan syariah Islam,  dana / premi yang disetor oleh peserta akan  
diinvestasikan melalui Bank Muamalat Indonesia untuk membiayai 
proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
- Asuransi Takaful Dana Pendidikan merupakan produk dari Asuransi 
Takaful Keluarga dengan unsur tabungan sehingga peserta bisa 
menabung untuk masa depan bagi anak- anak bila nanti memerlukan 
beaya pendidikan. 
- Asuransi Takaful Dana Pendidikan dengan konsep saling bertanggung 
jawab dan bekerja sama, saling tolong-menolong serta saling 
melindungi diantara peserta, dengan bukti para peserta menyerahkan 
secara ikhlas dana tabarru’ kepada perusahaan yang bisa untuk 
membantu apabila para perserta lain mengalami musibah. 
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- Dengan ikut serta Asuransi Takaful Dana pendidikan peserta berharap 
akan bisa melindungi keluarganya dan memberikan rasa aman dalam 
menghadapi musibah dan anak akan terjamin beaya pendidikannya 
setelah peserta meninggal dunia 
- Asuransi Dana Takaful memberikan klaim tahapan untuk masuk TK, 
SD, SMP, SLTA dan Perguruan tinggi, jadi tabungan bisa diambil bila 
peserta memerlukan beaya untuk memasukan sekolah anak-anaknya 
sesuai tahapan yang diperjanjikan. 
- Pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan Premi yang dibayarkan akan 
tetap menjadi milik peserta dan tidak hangus apabila peserta 
mengundurkan diri tidak bisa mambayar premi lagi dan tabungan 
tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. 
 
3. Sejarah Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta. 
Untuk mengetahui sejarah berdirinya Asuransi Takaful Keluarga 
Cabang Surakarta tentunya harus tidak dapat dipisahkan dari sejarah 
Asuransi Takaful di Indonesia, Asuransi Takaful di Indonesia baru muncul 
pada tahun 1994, seiring dengan diresmikannya PT. Syarikat Takaful 
Indonesia yang kemudian mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT. 
Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful 
Umum pada tahun 1995.88 
Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah 
sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan makin 
kuat setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. 
Dengan beroperasinya Bank-bank syariah dirasakan kebutuhan akan 
                                                 
    88 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di 
Indonesia,   Kencana,Cet. keempat. Jakarta, 2007, hlm.139. 
 lxxxv 
kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan 
pemikiran tersebut Ikatan Cendikiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada 
tanggal 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsanya bersama Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat 
memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun tim 
Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).89 
TEPATI itulah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir dari 
pendirian Asuransi Takaful Indonesia dengan mendirikan PT. Asuransi 
Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum 
(Asuransi Kerugian).  
Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk 
memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 
Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan 
perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. 
Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam pembentukan asuransi 
takaful di Indonesia adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful 
Malaysia  Sendirian Berhad di Malaysia pada tangl 7 sampai 10 September 
1993, hasil studi banding tesebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada 
tanggal 19 Oktober 1993,  yang merekomendasikan untuk segera dibentuk 
Asuransi Takaful Indonesia. Langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan dan 
menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan utuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi.90 
                                                 
    89 Training & Development Department, Basic Training Modul 2002, Jakarta Training & 
Development  Departmen Asuransi Syariah Takaful, 2002 ), hlm.20.  
        90 H.A.Dzajuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat( sebuah pengenalan 
) PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 131. 
. 
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Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia 
berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung 
Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari 
Departemen Kauangan melalui surat Keputusan Nomor : Kep. 
385/KNK.017/ 1994 tertanggal 4 Agustus 1994. 
Seiring dengan didirikannya Asuransi Takaful di Indonesia tersebut, 
kemudian didirikan pula cabang-cabang Asuransi Takaful di seluruh 
Indonesia, tepatnya pada bulan Nopember 1995 didirikan Asuransi Takaful 
Keluarga Cabang Surakarta, yang sekarang menempati kantor di jalan 
Slamet Riyadi nomor 231 Surakarta. 
1. Struktur Organisasi dan Personil PT. Asuransi Takaful  Keluarga 
Cabang Surakarta. 
a. Struktur Organisasi pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang 
Surakarta adalah  sebagai berikut : 
Direktur dengan sebutan  Takaful Agency Director ( TAD) 
dibantu 3 (tiga ) menejer dengan sebutan Takaful Agency Manager ( 
TAM), pada setiap TAM membawahi 3 (tiga) personil Takaful Agency 
Supervisor (TAS) serta pada setiap Takaful Agency Supervisor ( TAS) 
membawahi 3 ( tiga ) personil Takaful Financial Consultant, dan pada 
Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta baru ada satu Takaful 
Agency Manager (TAM) 
Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga Cabang 
Surakarta dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut: 
 




           
TAD 







Gambar :  4.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful  Keluarga Cabang Surakarta 
b. Personil Asuransi Takaful Keluarga  Cabang Surakarta:91 
 
Takaful Agency Director     ( TAD ) :  Yuli Lestari 
Takaful Agency Manager    ( TAM ):  Mugi Widodo 
Takaful Agency Supervisor  ( TAS ):  Ratu Faloneta 
     Sarah Meilanie SB 
            Ir.Does Ichtiyah CP 
            Dina Rahmani 
            Deki Hariansya   
          Kunti Mar’atus Sholihah 
                                                             Bambang Nugroho Putro 
Takaful Financial Consultant (TFC) : Nanik Widayanti 
           Nofy Maliana Pudyastuti 
           RitaYunaeni Waluyaningsih 
           Muhammad jadmiko, S.S 
           Fachur Rohman 




                                                 
        91 Data pada Kantor PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta   
TAS TAS TAS 
TFC TFC TFCTFC TFC TFC TFC TFC TFC
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Pada bagian ini Penulis akan menyajikan  dari hasil penelitian yang 
kemudian dikaitkan dengan kajian teori, yaitu teori ekonomi Syariah yang pada 
prinsipnya adalah larangan terhadap gharar (penipuan), maisir (judi) dan  Riba  
baik sedikit atau banyak dan teori bekerjanya hukum.  Asuransi syariah / 
takaful dalam kajian Ulama Fiqih, apakah data dilapangan itu sudah sesuai 
dengan kaidah-kaidah didalam teori tersebut, oleh karena dalam pembahasan 
ini tentang akad Asuransi Takaful Dana Pendidikan / fulnadi, apa yang akan 
ditemukan adalah aktivitas orang dengan lembaga yang akibatnya akan timbul 
suatu hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang tersebut didalam akad, 
oleh karena itu penulis akan mengadakan pembahasan dan analisis mengenai 
pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan /fulnadi dengan menggunakan 
teori-teori tersebut.yaitu : 
1. Teori Hukum Islam: 
Didalam Hukum Islam ada beberapa teori tentang  berlakunya hukum, 
ada yang tidak secara tegas disebutkan dalam al-qur’an diantaranya adalah  
Maslahah Mursalah (ةلسرملا ةحلصملا ) ialah penetapan hukum berdasarkan 
kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan 
hukumnya dalam syara’ baik secara umum maupun secara khusus. 
Maksudnya adalah untuk menghilangkan kemadlarotan bagi manusia dan 
mewujudkan manfaat. 
Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan 
menentang qadla dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya 
Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan 
takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia 
juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa 
depan. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr: 18, yang artinya “Hai orang-
orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan 
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bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang engkau kerjakan”.  
Jelas sekali dalam ayat ini kita diperintahkan untuk merencanakan apa 
yang akan kita perbuat untuk masa depan. 
 
2. Teori Bekerjanya Hukum  
Ditinjau dari teori bekerjanya hukum menurut  pendapat Chambliss 
dan Siedman, bahwa setiap peraturan hukum memberi tahu tentang 
bagaimana pemegang peran bertindak, sedangkan peraturan hukum adalah 
merupakan alat bagi pihak-pihak  yang terkait,92 di dalam Pelaksanaan 
Asuransi Takaful Dana Pendidikan peserta  asuransi sebagai pemilik modal 
dan PT Asuransi Takaful sebagai pengelola modal sebagai pemegang peran 
sangat menentukan dapat atau tidaknya menghilangkan riba. 
Ada beberapa faktor dalam bekerjanya hukum diantaranya : 
a. Faktor Hukum 
Didalam Hukum Ekonomi, Islam memberi batasan yang sangat 
fleksibel sekali. Sebagaimana tersebut dalam Surat al- Baqarah.: 277  





         Sistim transaksi hanya dibatasi dengan dilarang dengan cara 
yang batal (cara memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal), 
transaksi dengan suka sama suka diantara kamu (مكنم ضارت نع), ini adalah 
memberikan kebebasan yang amat luas dalam segala bentuk transaksi. 
Karena hukum ini bersumber dari perjanjian yang dibuat bersama, maka 
                                                 
          92 Soeryono Soekanto. 1986. Efektifitas dan peranan Sosial, Remaja Karya Bandung. hal. 5. 
 نع ةراجت نوكت نا لاا لط ابلاب مكنیب مكلاوما اولكءات لاو
 مكنم ضارت 
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apa yang ditulis didalam surat perjanjian tersebut bentuknya mengikat 
kedua belah pihak, dan masing-masing akan melaksanakan isi akad 
tersebut, akad itu harus tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar 
yang dituangkan didalam al Qur’an. 
         Larangan didalam al Quran dan al Hadits hanya berbentuk 
tekanan pada moral yaitu jual beli boleh sedangkan riba itu haram dan 
bentuk sanksinya adalah akhirat, bukan sanksi pidana didunia, sehingga 
pelanggaran riba ini  sudah menjadi terbiasa didalam masyarakat baik 
yang mengetahui atau yang tidak, hal ini disebabkan karena belum 
adanya Undang-Undang yang khusus mengatur asuransi syariah yang 
dengan tegas memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran riba. Dari 
uraian diatas maka harus kembali pada tatanan yang tertuang didalam al 
Qur’an dan al Hadits yang telah ditafsirkan oleh para Imam Mazhab . 
 
b. Faktor  Pembuat Undang-undang. 
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 
1992 tentang  Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pasal 13 (1) 
disebutkan bahwa investasi perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan 
menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan 
kewajiban yang harus dipenuhi. (2) Menteri menetapkan jenis-jenis 
investasi yang tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi. 
Sedang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  Pasal  
564 (1)  Perusahaan ta’min (asuransi) selaku pemegang amanah wajib 
melakukan investasi dari dana yang terkumpul. (2) Investasi sebagaimana 
dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 
Prinsip-prinsip syariah sendiri adalah prinsip-prinsip  sebagaimana 
dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
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Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. angka 2, yaitu tidak 
mengandung gharar (ketidak jelasan), maysir (perjudian), riba, dzulum 
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.  
Dan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor 
21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bagian 
kedelapan, tentang Investasi, disebutkan pada angka (1) Perusahaan 
selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang 
terkumpul. (2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Sedang 
bagian kesembilan disebutkan bahwa Asuransi syariah hanya dapat 
melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan 
prinsip syariah. 
Dari hasil temuan, ternyata Asuransi Takaful Dana Pendidikan di 
PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta telah melaksanakan 
sesuai dengan apa yang termuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yang dijadikan dasar operasional asuransi 
tersebut yang mewajibkan kepada  perusahaan agar investasi dilakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pelaksanaan Asuransi 
Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Keluarga Cabang Surakarta 
telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah maupun Fatwa Dewan Syariah Indonesia, 
karena dana atau premi yang terkumpul dari para peserta Asuransi 
Takaful Pendidikan, oleh pengelola dana tersebut dinvestasikan melalui 
Deposito Bank Muamalat Indonesia yaitu Bank yang dikelola secara 
syariah dan ini tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah pasal 564 ayat (1) Perusahaan ta’min (asuransi) selaku pemegang 
amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul, dan ayat 




c. Faktor lembaga pelaksana. 
Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga yang mengeluarkan program 
Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah sebuah perusahaan yang 
memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan 
hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedang 
peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah perorangan yang 
mempertanggungkan jiwanya kepada pihak penanggung (perusahaan) 
Dari hasil temuan di Asuransi Takaful Keluarga Cabang surakarta, 
hingga akhir tahun 2009, Asuransi Takaful Dana Pendidikan telah 
memiliki peserta sebanyak 1.750 orang. 
Premi atau dana yang terkumpul daru Peserta Asuransi Takaful 
Dana Pendidikan tersebut dikelola oleh Perusahaan Asuransi Takaful 
Keluarga Cabang Surakarta secara Syariah.  
Menurut penjelasan dari Bapak Mugi Widodo selaku Takaful 
Agency Manager dan Sdr. Wahyu Purnomo, selaku Kolektor Nasabah PT 
Asuransi Takaful Keluarga Cabang surakarta, bahwa dana yang telah 
terkumpul dari premi peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan di 
Investasikan melalui deposito Bank Muamalat Indonesia untuk 
membeayai proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan syariah dan 
Premi tersebut juga di Reasuransikan melalui  perusahaan Reasuransi 
Syariah yaitu Re Internasional Indo, Re Nasional Indo dan Binagriya 
Upakara Labuan Re, yang pelaksanaannya berdasarkan syariah 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  Pasal 564 (1) 
telah dimuat bahwa Perusahaan ta’min (Asuransi) selaku pemegang 
amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. (2) 
Investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan 
prinsip syariah.  
Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional  Nomor 21/DSN-
MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bagian 
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kedelapan, tentang Investasi, disebutkan pada angka (1) Perusahaan 
selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang 
terkumpul. (2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Sedang 
bagian kesembilan disebutkan bahwa Asuransi syariah hanya dapat 
melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan 
prinsip syariah. 
Pengelolaan asuransi syariah telah ada peraturannya, walaupun 
masih sebatas Fatwa atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun 
pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga 
Cabang surakarta telah melaksanakan peraturan tersebut. 
 
d. Faktor penegak hukum  
Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful 
Keluarga Cabang surakarta telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah 
yang bertugas diantaranya memastikan dan mengawasi kesesuaian 
kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-
prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dari 
hasil penelitian ternyata pihak Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga 
Cabang Surakarta dalam mengelola dana yang terkumpul dari para 
peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan telah melakukan sesuai 
dengan ketentuan dan prinsip syariah. Hal ini tidak bertentangan dengan 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 564 ayat (1) dan (2) serta 
Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomo 21/DSN-MUI/X/2001, 
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bagian kedelapan tentang 
investasi disebutkan pada angka (1) Perusahaan selaku pemegang amanah 
wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Angka (2) Investasi 
wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Sedang bagian kesembilan 
disebutkan bahwa asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi 
kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, 
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hal ini menunjukan bahwa fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
telah melaksanakan tugasnya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan 
asuransi syariah secara maksimal. 
         Dari teori-teroi tersebut Penulis akan menerapkan dalam 
pembahasan akad mudharabah di PT Asuransi Takaful Keluarga dengan 
manfaat sebagaimana tertuang dalam polis asuransi Takaful Dana 








Contoh Ilustrasi:  Kajian Polis Asuransi Takaful Keluarga, Produk Asuransi Takaful 
Dana Pendidikan: 
 
No.Polis  : 03.2007.00274.028. 
Nama : M. Nurrohman, SH,  umur 43 tahun 
Alamat : Carangan RT 02/ 08 Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta     sebagai peserta 
Asuransi Takaful Keluarga. 
Jenis Progran yang dipilih : Takaful Dana Pendidikan /Fulnadi. 
Masa perjanjian dari tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan 10  Mei 2015  (selama 8 
tahun) dengan Manfaat Takaful Awal (MTA) =  Rp 9.600.000  (Sembilan juta enam 
ratus ribu rupiah). 
Bentuk perjanjian memperlakukan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat 
umum  dan syarat-syarat khusus individu asuransi Takaful keluarga. Premi takaful 
Rp. 100.000,-  yang dibayarkan oleh peserta kepada PT Asuransi Takaful Keluarga 
Cabang Surakarta setiap bulan dibagi dalam dua bentuk yaitu:   
Tabungan  93, 95 % dari Rp.100.000,- = 93.950,- 
Tabarru       6. 05%  dari Rp 100.000,- =   6.050,- 
 
 xcv 
Tabungan peserta dan dana tabarru’ (dana untuk tujuan kerja sama tolong- 
menolong dan saling menanggung diantara para peserta bila terjadi klaim). Sampai 
dengan nomor 6 dilengkapi ketentuan produk yaitu jasa untuk perusahaan dan 
prosentase bagi hasil antara peserta dengan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang 
Surakarta.  
Manfaat Polis 03.2007.00274.028 tanggal 11 Mei 2007 
1. Manfaat nomor 1 dari polis tersebut 
a. Bila dalam masa perjanjian peserta mengalami musibah, dan meninggal 
karena kecelakaan, maka : 
Ahli waris akan menerima Saldo Rekening Tabungan (SRT) 
ditambah  santunan 100 % x Manfaat Takaful Awal (MTA =  
perhitungan premi tahunan x Masa Perjanjian) =  SRT + Rp. 
9.600.000,-  
b. Bila dalam masa perjanjian peserta mengalami musibah, dan   
meninggal tidak karena kecelakaan ( karena sakit)  atau cacat tetap 
karena kecelakaan, maka : 
Ahli waris akan menerima Saldo Rekening Tabungan (SRT) serta  
santunan 50 % x Manfaat Takaful Awal (MTA) =  
RST + Rp. 4.800.000,-  
c. Dan untuk Penerima Hibah menerima Tahapan dan Bea Siswa       
sesuai rencana sejak Peserta mengalami musibah sampai 4 tahun di 
Perguruan tinggi (PT) dan Polis bebas premi, 
Misalnya musibah pada tahun pertama maka dapat di lihat pada tabel 
sebagai berikut : 
Santunan Penerima Hibah Bea Siswa 
sejak Peserta mengalami musibah   sampai 4 tahun di Perguruan 
Tinggi  dan Polis bebas premi 
No Jml Premi Masuk Nominal Beasiswa 
1 1.200.000,-     460.000,- 
2      460.000,- 
3      720.000,- 
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4      720.000,- 
5      720.000,- 
6   SMU  = 20 % 1.920.000,-   960.000,- 
7      960.000,- 
8  PT = 40 % 3.840.000,-   960.000,- 
   Bea Siswa di PT 
9  PT tahun  ke I  1.440.000,- 
10  PT tahun ke 2  1.440.000,- 
11  PT tahun ke 3  1.440.000,- 
12  PT tahun ke 4  1.440.000,- 
 Total dana tahapan dan bea siswa =   Rp.17.520.000,- 
                     Tabel  4.1.       Manfaat akad   No. 1  
       (Santunan penerima hibah sejak Peserta mengalami musibah            
                sampai 4 tahun di PT dan Polis bebas premi) 93 
       
2. Manfaat Nomor 2 dari polis tersebut : 
Bila dalam masa 4 tahun setelah masa perjanjian berakhir Peserta 
mengalami musibah : 
- meninggal karena sakit atau cacat tetap karena kecelakaan, maka:  
     Ahli Waris akan menerima Sisa Rekening Tabungan (SRT) 
- meninggal karena  kecelakaan, maka : 
    Ahli Waris akan menerima Sisa Rekening Tabungan SRT + 50% 
MTA  (SRT + 4.800.000,-) 
- Penerima menerima Bea Siswa setiap tahun sejak Peserta 
mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan tinggi (PT)    
 
Santunan Penerima Hibah Bea Siswa 
(setelah berakir masa perjanjian) 
 
Th Jml Premi Masuk Nominal Beasiswa 
1 1.200.000,-     460.000,- 
                                                 
           93 Ibid 
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2 2.400.000,-     480.000,- 
3 3.600.000,-     720.000,- 
4 4.800,000,-     720.000,- 
5 6.000.000,-     720.000,- 
6 7.200.000,-  SMU  = 20 % 1.920.000,-   960.000,- 
7 8.400.000,-     960.000,- 
8 9.600.000,- PT = 40 % 3.840.000,-   960.000,- 
   Bea Siswa di PT 
9 Bebas premi PT tahun  ke I  1.440.000,- 
10 Bebas premi PT tahun ke 2  1.440.000,- 
11 Bebas premi PT tahun ke 3  1.440.000,- 
12 Bebas premi PT tahun ke 4  1.440.000,- 
 Total dana tahapan dan bea siswa =   Rp.17.520.000,- 
 
                               Tabel 4.2.  Manfaat akad   No. 2  
            (Santunan penerima hibah setelah berakir masa perjanjian) 94 
 
3. Manfaat Nomor 3 dari polis tersebut : 
Bila peserta dan penerima hibah hidup dalam masa perjanjian, 
akan diberikan tahapan pada saat masuk sekolah dan beasiswa setiap 
tahun selama 4 tahun di Perguruan Tinggi. 
 




























  72.600   887.400     23.555    910.955    
2 2.400.000 
 
145.200 2.014.800     98.118 2.112.918    
3 3.600.000 
 
217.800 3.142.200   231.576 3.373.776    
4 4.800,000 
 
290.400 4.269.600   426.817 4.696.417    
5 6.000.000 
 
363.000 5.379.000   686.867 6.083.867    
                                                 




435.600 4.604.400 1.014.902 5.619.302  SMU  20% 1.920.000 
7 8.400.000 
 
508.200 5.731.800 1.320.174 7.051.974    
8 9.600.000 
 



















Bea Siswa di PT 
9 Bbs premi 
 
PT th  ke I 4.714.846 231.027 3.709.405  25 %  1.236.468 
10 Bbs premi 
 
PT th ke 2 3.709.405 181.761 2.529.258  35 %  1.361.908 
11 Bbs premi 
 
PT th ke 3 2.529.258 123.934 1.326.596  50 %  1.326.596 
12 Bbs premi 
 
PT th ke 4 1.326.596   65.003          000 100 %  1.391.599 
               
   Total Dana Tahapan Bea Siswa yang di terima                                                      11.076.572 
 
 
                                Tabel 4.3.       Manfaat akad   No. 3  
            (Santunan penerima hibah setelah berakhir masa perjanjian)95 
 
 
4. Manfaat Nomor 4 dari polis tersebut : 
Bila penerima hibah meninggal sebelum bea siswa  terakhir di 
terima, maka Ahli Waris mendapatkan santunan 10 % dari Manfaat 
Takaful Awal (MTA  dan Sisa Rekening Tambungan (SRT). 
Penerima Hibah meninggal dunia sebelum 
                        Bea Siswa berakhir diterima 
Ahli waris  
 
Santunan 10 % 
Dari   MTA 
Saldo Rekening    






10% x  
Rp.  9.600.000,- 
= 960.000 
 











                                                 




                               Tabel  4.4.   Manfaat akad   No. 4  
       (Santunan ahli Waris Penerima hibah meninggal dunia ) 96 
 
5. Manfaat Nomor 5 dari polis tersebut : 
Bila Peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa perjanjian  
akan  mendapatkan Sisa Rekening Tabungan (SRT) 
Contoh Peserta mengundurkan diri pada tahun ketiga (tahun 

























  72.600   887.400     23.555    910.955    
2 2.400.000 
 
145.200 2.014.800     98.118 2.112.918    
3 3.600.000 
 
217.800 3.142.200   231.576 3.373.776    
 
                             Tabel  4.5.    Peserta Mengundurkan diri  






6. Manfaat Nomor 6 dari polis tersebut : 
 
Bila terdapat surplus dana tabarru, maka dialokasikan 100% 
untuk Cadangan Dana Tabarru’ 0 % untuk peserta; dan 0 % untuk PT 
Asuransi Takaful Keluarga. 
                                                 
           96 Ibid 
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SURPLUS DANA TABARRU’ 
Cadangan 
Tabarru’ 










Tabel  4.6.    Manfaat akad   No. 6 
  (Surplus Dana Tabarru’ ) 97 
 
Dari keenam manfaat yang telah disepakati sebagai pedoman bagi pemegang polis 
yang berkewajiban membayar premi setiap bulan sebesar Rp.100.000,- selama 8  
tahun,  dengan masa perjanjian tanggal 11 Mei 2007 sampai dengan 10 Mei 2015. 
Dan Perusahan Asuransi Takaful,  PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta 
dengan program  Asuransi  Takaful Dana Pendidikan/ Fulnadi Di  PT. Asuransi 
Takaful Keluarga Cabang Surakarta berkewajiban dan memenuhi dan membayar 
tahapan maupun klaim yang terjadi pada kejadian yang terjadi pada masa  
mendatang dengan perhitungan yang transparan dan akuntatable. 
Klaim Polis Asuransi Takaful keluarga jenis program Takaful Dana Pendidikan 
/Fulnadi, dapat diimplementasikan pada analis manfaat pada polis yang telah dikaji 
diatas sekaligus dapat diajukan klaim dengan melampirkan syarat-syarat yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan dari perusahan yang di control dengan Cheklist 
dokumen Klaim individu.  
Jika syarat-syarat terpenuhi klim akan diberikan sesuai dengan aturan yang 
tercantum dalam polis yang tidak lagi berdasarkan illustrasi  tingkat investasi. 
Pada contoh tersebut diatas dalam analisa perhitungan dengan perkiraan tingkat 
investasi  7 % pertahun maka berdasarkan  tingkat investasi dihitung sesuai dengan  
tingkat yang senyatanya pada saat itu. 
Ketentuan Produk ( jasa dan prosentase bagi hasil):  
Selain manfaat yang disebutkan dalam polis tersebut juga mencantumkan 
ketentuan produk yang meliputi jasa (ujroh) untuk perusahaan berdasarkan table 
dan nisbah hasil investasi dengan perbandingan prosentase 70 % untuk peserta dan 
30 % untuk perusahaan. 
                                                 
           97 Ibid 
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Jasa (ujroh) untuk PT Asuransi Takaful Kaluarga Surakarta sesuai table yang 
terlampir sebagai bagian polis dari Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta  
adalah  sebagai berikut : 
         Tahun % dari Permi Tahunan 
 
Tahun ke  1 
Tahun ke  2 – tahun ke 8 
 
   20 % dari Premi 
- 
                     
      Tabel 4.7.  Biaya Pengelolaan98 
 
Biaya pengelolaan hanya sekali sebesar 20 % dari Premi tahun pertama = 20 %  x  
(12 x  Rp.100.000)  = Rp. 240.000 . 
 
Dalam pembagian hasil keuntungan dari investasi tersebut akan 
dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.  
Pada Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful 
Kaluarga Cabang Surakarta nisbah bagi hasil ditetapkan 70 % untuk 
peserta dan 30 % untuk perusahaan dengan illustrasi berdasarkan asumsi 
tingkat investasi 7 % pertahun, maka dapat dihitung dalam table  sebagai 
berikut : 
      PROSENTASE   BAGI HASIL 
 
HASIL 











        70  % 
 




       33.650 
  
       23.555 
 
          10.095 
Ke 8 
 
  2.422.351   1.695.646          726.705    
                                 Tabel 4.8.  Nisbah Bagi Hasil99 
                                                 
         98 Lampiran Polis Nomor 03.2007.00274.028. atas nama Nurrahman, SH 
         99 Ibid 
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Dari data yang diperoleh dan telah dikaji tersebut terlihat bahwa Pelaksanaan dan 
Operasional  Asuransi Takaful Dana Pendidikan / Fulnadi  pada PT Asuransi Takaful 
Keluarga Cabang Surakarta berpedoman pada ketentuan Hukum Islam. 
Dari kajian Polis Asuransai  Nomor 03.2007.00274.028  tanggal 11 
Mei 2007 Atas nama Noorrahman sebagai sample Asuransi  Takaful 
Dana Pendidikan/ Fulnadi Di  PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang 
Surakarta, yang diteliti dapat dilihat adanya Prinsip Ta’awanu  (tolong-
menolong) dengan dana tabarru’ yang akan diterima apabila terjadi 
musibah dan at-ta’min (rasa aman) karena anak sebagai penerima hibah 
akan terjamin biaya pendidikannya dimasa mendatang karena untuk biaya 
pendidikan telah disiapkan sekalipun masih beberapa tahun kemudian 
bahkan jika Tuhan memanggil sebelum berakhir masa perjanjian telah 
ada jaminan untuk biaya pendidikan yang diambil dari dana tabarru dari 
sesama anggota/perserta asuransi sebagai wujud gotong royong dan 
tolong menolong, sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 
spekulasi atau gharar, dan hal ini juga tidak dapat dikategotikan sebagai 
maysir, karena peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan telah 
mengetahui syarat-sayat yang harus dipenuhi dan tidak mengarah pada 
untung-untungan tetapi adanya gotong royong melalui dana tabarru’ 
maka santunan atau dana kematian  untuk peserta yang terkena musibah 
telah dipersiapkan, dan berdasarkan  hasil penelitian bila terjadi surplus 
dana tabarru’ maka dialokasikan 100 % untuk cadangan dana tabarru’ 0 
% untuk peserta  dan  0 %  untuk PT Asuransi Takaful Keluarga. 
     
Dari hasil penelitian tersebut diatas, menunjukkan bahwa  
pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan  di Asuransi Takaful 
Keluarga Cabang  Surakarta, telah dikelola secara syariah. Pengelolaan 
dana (premi) telah   diinvestasikan melalui Bank Syariah yaitu Bank  
Muamalat Indonesia sebuah bank yang dikelola secara syariah dan premi 
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dari para peserta tersebut hanya akan digunakan untuk membiayai 
proyek-proyek yang tidak bertentangan dengan syariah.  Dan para peserta 
asuransi tersebut telah direasuransikan ke beberapa perusahaan Asuransi 
diantaranya perusahaan Asuransi, Re-Internasional Indo, Re-Nasional 
Indo dan Binagriya Upakara Labuan Re. Yang pengelolaanya 
berdasarkan syariah,  sehingga Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana 
Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta telah 
sesuai dengan prinsp-prinsip syariah tidak adanya unsur gharar, maisir 
dan riba dan telah sesuai dengan apa yang terdapat pada Fatwa Dewan 
syariah Majlis Ulama Indonesia serta sesuai pula dengan apa yang 





Dari hasil penelitian dan pembahasan  maka pelaksanaan Asuransi 
Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Surakarta 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
Pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah berpedoman pada 
ketentuan Hukum Islam berlandaskan prinsip saling bekerjasama, saling tolong 
menolong dan saling melindungi diantara peserta Asuransi, dengan akad 
mudharabah untuk hasil investasi dan akad tabaru’ sebagai dana kebajikan 
yang digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Dana yang 
terkumpul dari peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan tersebut di 
investasikan melalui Bank yang dikelola secara syariah. Asuransi Takaful Dana 
Pendidikan di reasuransikan melalui reasuransi syariah. 
Asuransi Takaful Dana Pendidikan  telah dilaksanakan sebagaimana 
peraturan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-
MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah serta Kompilasi 
 civ 
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 564 ayat (1) dan (2), dimana dalam 
ayat (1) disebutkan bahwa  perusahaan asuransi (ta’min) selaku pemegang 
amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul ayat (2) investasi 
sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 
Sehingga pelaksanaan Asuransi Takaful Dana Pendidikan,di PT Asuransi 
Takaful Keluarga Cabang Surakarta tersebut telah  sesuai dengan  prinsip-
prinsip syariah yaitu menghindarkan dari gharar, maisir dan riba, yang 
diharamkan dalam Islam. 
2. Implikasi 
Dari hasil kesimpulan tersebut diatas maka konsekuensi logis yang dapat 
ditimbulkan antara lain: 
a. Apabila asuransi Takaful Dana Pendidikan tersebut dilaksanakan secara 
benar berdasarkan syariat Islam yang menghilangkan unsur-unsur gharar, 
maisir dan riba, maka akan menambah kepercayaan masyarakat pada 
umumnya dan masyarakat Islam khususnya yang menghendaki pelaksanaan 
asuransi syariah / takaful. 
b. Asuransi Takaful Dana Pendidikan bila dikelola oleh Sumber Daya Manusia 
dan para ahli dibidang perekonomian khususnya bidang asuransi yang 
mengetahui tentang hukum Islam, maka akan menjadi asuransi yang benar-
benar Islami yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi umat Islam maupun 
non Islam yang ingin menjadi peserta asuransi khususnya asuransi Takaful 
Dana Pendidikan 
3. Saran- saran 
a. Mengingat pada saat sekarang ini kehadiran asuransi jiwa mulai dibutuhkan 
masyarakat untuk menjamin dirinya dan ahli warisnya dan juga banyak 
mendatangkan kebaikan, maka hendaklah Majlis Ulama lndonesia pusat 
sebagai pembawa aspirasi umat Islam di Indonesia, segera mengeluarkan 
fatwa Hukum Asuransi agar umat Islam Indonesia mempunyai pegangan 
yang lebih mantap terhadap Asuransi dan  Pemerintah agar segera pula 
 cv 
amengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang asuransi 
syariah/takaful. 
b. Untuk memasyarakatkan asuransi syariah dikalangan bangsa Indonesia yang 
mayoritas beragama Islam, hendaknya pihak asuransi takaful tetap 
mempertahankan dan melaksanakan sistem asuransi  yang sesuai dengan 
syariat Islam. 
c. Asuransi Takaful hendaknya lebih giat lagi mensosialisaikan keberadaan 
asuransi kepada masyarakat.   
d. Premi-premi yang telah disetorkan ke Perusahaan hendaklah benar-benar 
dimanfaatkan untuk membeayai proyek-proyek yang produktif yang sesuai 
dengan syariat Islam yang tidak mengandung gharar, maisir dan riba dan 
sebagian keuntungan dari usaha asuransi di gunakan untuk kepentingan 
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